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ABSTRAK 
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran 
Pemerintah, Indeks Pendidikan, dan Indeks Kesehatan Terhadap Tingkat 
Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 
Rahmawati 
Agussalim 
Sri Undai Nurbayani 
Penelitian ini bertujuan menganalisis besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, 
pengeluaran pemerintah, pengangguran, indeks pendidikan dan indeks kesehatan 
terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan 2009-
2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan 
menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
Sulawesi Selatan. Data tersebut diolah dengan menggunakan software computer 
(eviews 7.0). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian 
variabel pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan 
sedangkan variabel indeks kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Hasil dari variabel 
pertumbuhan ekonomi dan indeks pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 2009-2013. 
Kata Kunci : Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, 
Pengangguran, Indeks Pendidikan dan indeks kesehatan 
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ABSTRACT 
Analysis of Effect of Economic Growth , Unemployment , Government 
Spending , Education Index and Health Index Against Poverty Level District / 
Town in South Sulawesi Period 2009-2013 
Rahmawati 
Agussalim 
Sri Undai Nurbayani 
This study aimed to analyze the effect of economic growth , government spending, 
unemployment , education index and health index against poverty district / city in 
South Sulawesi province from 2009 to 2013 . The method used in this research is 
panel data using secondary data sourced from the Central Statistics Agency ( BPS ) 
South Sulawesi . The data is processed using computer software ( eviews 7.0 ) . The 
results of this study showed that during the study period variable unemployment and 
government spending significant positive effect while the health index variables 
significant negative effect on the level of poverty district / city in South Sulawesi . 
Results of the variables of economic growth and the index of education had no 
significant effect on poverty levels in the district / city in South Sulawesi 2009-2013 
 
Keywords : Poverty Rates , Economic Growth , Government Spending , 
Unemployment , Education Index and Health index 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan sering diasosiasikan sebagai masalah bagi negara-negara 
berkembang yang merupakan sebuah penyakit sosial yang lazim dialami oleh 
setiap negara yang melaksanakan program pembangunannya. Esensi kemiskinan 
adalah menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang 
paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. 
Kemiskinan merupakan konsep multi-dimensi tentang kesejahteraan 
manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran, misalnya 
pendapatan, kesehatan dan keamanan. Konsumsi rumah tangga dipandang oleh 
para ahli ekonomi sebagai sebuah rangkuman ukuran umum tentang sumber daya 
rumah tangga yang tersedia dan karenanya menjadi dimensi yang lebih disukai 
untuk memulai kajian tentang kemiskinan. Ada banyak sumber yang dipergunakan 
dalam mengukur tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Bank Dunia mengukur 
kemiskinan dengan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan 
US $ 1 per hari per kapita. Batas garis kemiskinan Bank Dunia adalah pendapatan 
perkapita per hari US $ 1. Sedangkan garis kemiskinan yang digunakan BPS 
mengacu kepada besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) per kapita per bulan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum pangan dan nonpangan. 
Berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development 
Goals) yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan kelaparan 
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masyarakat di dunia. Setiap negara yang menandatangani deklarasi ini harus 
dapat mengurangi setengah dari penduduknya yang berpenghasilan kurang dari 1 
dolar AS sehari dan penduduk yang mengalami kelaparan. Deklarasi ini 
ditandatangani bulan September tahun 2000. Target pencapaian MDGs hingga 
tahun 2015, target waktu yang tersisa untuk mengurangi jumlah mereka yang 
terjerat kemiskinan menjadi separuh, atau sekitar 7,5 persen dari total penduduk 
kurang dari 7 tahun. Dalam publikasi terakhir Biro Pusat Statistik (BPS, 2007), 
orang miskin di negeri ini masih berjumlah 16,6 persen atau sekitar 37 juta jiwa. 
Bisa diprediksi bahwa jumlah tersebut akan kembali merangkak ke atas 
berbarengan dengan melonjaknya harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga 
barang kebutuhan pokok. Selain itu berdasarkan data Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008 jumlah utang luar 
negeri dan dalam negeri Indonesia yang jatuh tempo atau harus dibayar di tahun 
2009-2015 sangat tinggi. Sehingga diperkirakan pencapaian target MDGs tidak 
bisa terealisasikan karena dibutuhkan dana yang lebih untuk pencapaian target 
tersebut.  
Kemiskinan di negara maju sering dikaitkan dengan pengangguran. 
Dengan berpenghasilan $ 1 dan $ 2 perhari, kemiskinan yang ada di sebagian 
besar negara berkembang menjadi suatu masalah bagi para pekerja miskin. 
Masalah utama yang dihadapi mereka adalah masalah kualitas pekerja itu sendiri. 
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) telah menjadi referensi penting 
pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. 
Dalam mengurangi kemiskinan yang berkelanjutan dan adil memerlukan 
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pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas di 
kalangan pekerja miskin dalam rangka memfasilitasi pendapatan yang lebih tinggi 
dan lebih besar keseluruhan tingkat konsumsi. Untuk mengurangi tingkat 
kemiskinan secara keseluruhan sejalan dengan MDGs membutuhkan memprediksi 
suatu lingkungan yang mendukung di mana kesempatan kerja dan pendapatan 
para pekerja miskin dapat ditingkatkan.  
Permasalahan perekonomian di Indonesia ditandai jumlah penduduk miskin 
yang meningkat tajam menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. 
Penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa dari tahun sebelumnya dimana sebagian 
besar penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena 
peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan seperti beras, gula pasir, 
minyak kelapa, atau telur jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan 
makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, atau kesehatan (BPS, 2007). 
Tahun 2007 hingga 2008 tingkat kemiskinan hampir di semua provinsi di Indonesia 
menurun, hal ini di sebabkan karena kondisi ekonomi yang sudah lebih stabil dari 
tahun sebelumnya. 
Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan (%) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan tahun 2009 – 2013
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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Berdasarkan Gambar 1.1. Secara garis besar, tingkat kemiskinan di 
Indonesia pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami kecenderungan 
yang menurun. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 15,42 persen turun 
hingga menjadi 11,96 persen pada tahun 2013. Dibanding tingkat kemiskinan 
Indonesia, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan relatif lebih rendah. Pada Sulawesi 
Selatan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 
tahun 2009 tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 13,34 persen, dan 
selanjutnya dari tahun 2010 sebesar 12,31 persen, pada tahun 2011 sebesar 11,6 
persen. Pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan yang sedikit melambat, 
yaitu dari sebesar 10,29 persen manjadi 10,11 persen. 
Tabel 1.1 Data pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran 
Pemerintah, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Sulawesi Selatan Tahun 
2009-2013 
Tahun 
Pertumbuhan  
Pengangguran 
(%) 
Pengeluaran  Indeks Indeks 
Ekonomi (%) 
Pemerintah 
(milyar Rp) 
Pendidikan 
(%) 
Kesehatan 
(%) 
2009 6,23 8,9 2.564,1 74,36 74,66 
2010 8,19 8,37  3.152,5 75,04 74,83 
2011 7,61 6,56 4.476,6 75,92 75,33 
2012 8,39 5,87 4.959,6 76,82 75,75 
2013 7,65 5,1 3.474,6 77,79 76 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
 
Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 
2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 pertumbuhan 
ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 6,23 persen dan meningkat pada tahun 2010 
menjadi 8,19 persen, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 7,61 
persen, pada tahun 2012 kembali terjadi peningkatan yaitu 8,39 persen, dan pada 
tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 7,65 persen. 
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Pada Tabel 1.1 juga menjelaskan tentang tingkat pengangguran Sulawesi 
Selasan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 8,9 persen 
hingga tahun 2013 menjadi 5,1 persen. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah, 
indeks pendidikan dan indeks kesehatan Sulawesi Selatan terus mengalami 
peningkatan. Dari tahun 2009 hinggaa 2012 pengeluaran pemerintah sebesar 
2.564,1M menjadi sebesar 4.959,6M dan pada tahun 2013 mengalami penurunan 
menjadi 3,474,6M. Indeks pendidikan Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 
74,36 persen menjadi 77,79 persen pada tahun 2013. Sedangkan untuk indeks 
kesehatan pada tahun 2009 sebesar 74,66 persen menjadi 76 persen pada tahun 
2013. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi 
semua negara di dunia dewasa ini. Pemerintah di negara manapun dapat segera 
jatuh atau bangun berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
dicapainya dalam catatan statistik nasional. Berhasil tidaknya program-program di 
negara-negara dunia ketiga sering dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat 
output dan pendapatan nasional (Todaro, 1994).  
Dengan laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang berfluktuatif 
dari tahun ke tahun tetapi cenderung mengalami trend positif yang berarti jumlah 
PDRB meningkat dibarengi menurunnya tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan, 
selain itu pengeluaran pemerintah juga cenderung meningkat setiap tahunnya, 
ditambah dengan indeks pendidikan dan indeks kesehatan mengalami peningkatan 
setiap tahunnya sudah seharusnya tingkat kemiskinan juga dapat mengalami 
penurunan secara signifikan sebesar perubahan pertumbuhan ekonomi, 
menurunnya pengangguran, serta meningkatnya pengeluaran pemerintah, indeks 
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pendidikan dan indeks kesehatan. Tetapi dalam kenyataannya meskipun tingkat 
kemiskinan mengalami penurunan namun pada tahun tertentu penurunannya 
mengalami tidaklah terlalu besar bahkan cenderung mengalami pelambatan pada 
beberapa tahun terakhir. 
Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka saya tertarik mengkaji masalah 
yang terjadi di Sulawesi Selatan dengan melakukan suatu penelitian dalam judul 
skripsi “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, 
Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan Terhadap 
Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2009-2013”  
 
1.2 Rumusan Masalah  
Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur sosial ekonomi dalam menilai 
keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah disuatu daerah. Banyak 
sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya 
kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah : “Seberapa Besar Pengaruh Pertumbuhan 
Ekonomi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pendidikan dan Indeks 
Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi 
Selatan 2009-2013 ?” 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut: “Untuk Menganalisis Besarnya Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
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Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan 
Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-
2013 
 
1.4 Manfaat Penelitian  
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 
1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk 
dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan 
pembangunan daerah.  
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 
bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang 
tertarik untuk meneliti hal yang sama. 
3. Sebagai bahan referensi dan pembanding bagi para peneliti lain yang ingin 
meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel 
lain yang turut mempengaruhi kemiskinan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Kerangka Teori  
2.1.1. Kemiskinan  
 Menurut Chambers (1998) (dalam Chriswardani, 2005) mengatakan bahwa 
kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) 
kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi 
situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) 
keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Sedangkan 
menurut BPS bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi 
kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun nonmakanan). 
Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang 
dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara 
dengan 2100 kalori per orang per hari dan kebutuhan nonmakanan yang terdiri dari 
perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan 
jasa lainnya. 
Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi 
dan akses terhadap asset. Dimensi tersebut saling terkait dan saling mengunci/ 
membatasi. Kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, bila sakit 
tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang miskin umumnya tidak dapat membaca 
karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa 
depan, kehilangan anak karena sakit, kemiskinan adalah ketidakberdayaan, 
terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas (Ravillion, 2001).  
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Ciri masyarakat miskin adalah : (1) tidak memiliki akses ke proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka (politik), (2) tersingkir dari 
institusi utama masyarakat yang ada (sosial), (3) rendahnya kualitas SDM termasuk 
kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan 
(ekonomi), (4) terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM seperti 
rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalisme (budaya/ nilai), (5) rendahnya 
pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan 
penerangan. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar 
manusia seperti sandang, pangan, papan, afeksi, keamanan, kreasi, kebebasan, 
partisipasi dan waktu luang. Pengertian kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 
berikut :  
BKKBN mendefinisikan Kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera 
tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, tidak mampu makan 2 kali 
sehari, tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja dan bepergian, 
bagian terluas rumah berlantai tanah dan tidak mampu membawa anggota keluarga 
ke sarana kesehatan. Pengertian keluarga miskin ini didefinisikan lebih lanjut 
menjadi : (1) paling kurang sekali sekali seminggu keluarga makan daging/ ikan/ 
telur, (2) Setahun sekali seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu 
stel pakaian baru, (3) luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk tiap penghuni. 
Terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang 
digunakan saat ini sehingga mengakibatkan perbedaan strategi penanggulangan 
kemiskinan yang dilaksanakan, tergantung dari definisi yang digunakan. Kemiskinan 
adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi 
hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 
bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan 
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pangan, (b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 
sumber daya alam dan lingkungan hidup (c) rasa aman dari perlakuan atau 
ancaman tindak kekerasan (d) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-
politik. 
  
2.1.1.1. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 
Tidak terlalu sulit menentukan faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari 
faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana yang merupakan 
penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor-faktor mana yang berpengaruh 
langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu 
persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup 
banyak. Mulai dari tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah 
neto, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat inflasi, pajak 
dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, penggunaan teknologi, tingkat 
dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi 
kerja, kultur budaya atau tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain-
lain (Tambunan, 2001).  
Menurut Bank Dunia (2003), dalam Diah (2007), penyebab dasar kemiskinan 
adalah: (1) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya 
ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (3) kebijakan 
pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (4) adanya perbedaan 
kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (5) 
adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi 
(ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan 
tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan 
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dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkunganya; (8) 
tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance); (9) 
pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. 
Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat 
khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu 
(Chriswardani, 2005) : 
a. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa 
hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. 
b. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih 
rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, 
keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 
c. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti 
jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan. 
d. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh 
modal usaha. 
e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini 
kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik. 
 
2.1.1.2. Jenis-Jenis Kemiskinan  
Menurut Baswir (1997) dan Sumodiningrat (1998). Secara sosioekonomis, 
terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu : 
1. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin 
memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah 
pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, 
kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, 
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sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, 
pengeluaran konsumsi dan lain-lain. 
2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan 
antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, 
seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa 
jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.  
Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus 
menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) 
Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan structural 
(Kartasasmita,(1996) Sumodiningrat,(1998) dan Baswir, (1997) ). 
1. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin.  
Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya 
yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya 
pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka 
hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997) 
kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah 
seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi 
kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996) disebut sebagai “Persisten 
Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini 
pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah 
yang terisolir.  
2. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok 
masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di 
mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. 
Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam 
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pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat 
kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang 
dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997) 
bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-
lainnya. 
3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktorfaktor 
buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi 
yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang 
cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997). 
Selanjutnya Sumodiningrat (1998) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan 
struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu 
dengan direncanakan bermacammacam program dan kebijakan. Namun karena 
pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, 
kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi 
tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. 
Menurut Kartasasmita (1996) hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu kemiskinan 
karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya 
tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam 
Sumodiningrat. 1999) sebagai suatu “lingkaran kemiskinan” yang meliputi enam 
unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan 
rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah. Lain halnya dengan pendapat 
Chambers yang mengatakan bahwa inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan 
sebenarnya, di mana “deprivation trap” atau jebakan kemiskinan ini terdiri dari lima 
unsur yaitu: Kemiskinan, Kelemahan jasmani, Isolasi, Kerentanan, 
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Ketidakberdayaan. Kelima unsur tersebut saling kait mengait antara satu dengan 
yang lain dan saling mempengaruhi (Chambers, 1983). 
 
2.1.1.3.  Ukuran Kemiskinan 
Untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, sebaran dan kondisi kemiskinan 
diperlukan pengukuran kemiskinan yang tepat sehingga upaya untuk mengurangi 
kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan akan 
efektif. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrument yang 
tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi 
hidup orang miskin. Peng ukuran kemiskinan yang baik akan memungkinkan dalam 
melakukan evaluasi dampak dari pelaksanaan proyek, membandingkan kemiskinan 
antar waktu dan menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk 
menguranginya (World Bank, Introduction to Poverty Analysis, 2002). 
Metode penghitungan penduduk miskin yang dilakukan BPS sejak pertama 
kali hingga saat ini menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan 
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 
didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan 
kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. 
Berdasarkan pendekatan itu indikator yang digunakan adalah Head Count Index 
(HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis 
kemiskinan (poverty line). 
Selain head count index (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan 
untuk mengukur tingkat kemiskianan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (poverty 
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gap index) atau P1 dan indeks keparahan kemiskinan (distributionally sensitive 
index) atau P2 yang dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke (Tambunan, 2001).  
Metode penghitungan ini merupakan dasar penghitungan persentase 
penduduk miskin untuk seluruh kabupaten/kota. Rumus yang digunakan adalah: 
𝑃𝛼 =  
1
𝑁
∑ (
𝑍−𝑌𝑖
𝑍
)𝛼𝑞𝑖=1  …………………………. (2.1) 
Dimana: 
Z = garis kemiskinan 
i = rata-rata pengeluaran per kapita penduduk yang berada dibawah garis 
kemiskinan 
q = banyak penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan 
N = jumlah penduduk 
α = 0,1,2 
α = 0 ; poverty head count index (P0) 
α = 1 ; poverty gap index (P1) 
α = 2 ; poverty distributionally sensitive index (P2) 
 
Head count index (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada 
dibawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin 
berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Demikian 
juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah 
persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.  
Poverty Gap Index (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan 
pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini 
memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk 
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miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-
rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. 
Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk 
miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks 
menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk. 
Distributionally Sensitive Index (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran 
pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas 
distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini menunjukkan 
distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.  
 
2.1.1.4. Teori Vicious Circle of Poverty 
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut :  
1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola 
kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, 
penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan 
kualitas nya rendah. 
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena 
kualitas sumber daya manusia yang rendah berate produktivitasnya juga akan 
rendah, upahnya nya pun rendah. 
3.  Kemiskinan muncul karena adanya akses modal.  
Ketiga penyebab kemiskinan itu bermuara pada lingkaran kemiskinan 
(vicious circle of poverty ) lihat Gambar 2.1. Logika berpikir yang dikemukakan 
Nurkse yang dikutip Kuncoro (2000) yang mengemukakan bahwa Negara miskin itu 
karena dia miskin (a poor country is poor because it is poor). Dalam mengemukakan 
teorinya tentang lingkaran kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa 
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kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi 
juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan datang. 
Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu Negara menjadi miskin 
karena ia merupakan Negara miskin” (A country is poor because is poor). 
 
Gambar 2.1 Vicious Circle Of Poverty. 
 
Sumber : Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 2000 
 
Menurut pendapatnya inti dari lingkaran kemiskinan adalah keadaan-
keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap teciptanya pembentukan 
modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat 
tabungan dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di Negara 
berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya tingkat 
pembentukan modal yang tinggi. Jadi, menurut pandangan Nurkse, terdapat dua 
jenis lingkaran kemiskinan yang menghalangi Negara berkembang mencapai 
pembangunan yang pesat yaitu. Dari segi penawaran modal dan permintaan modal.  
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Dari segi penawaran modal lingkaran kemiskinan dapat dinyatakan sebagai 
berikut. Tingkat pendapatan masyarakat redah yang diakibatkan oleh tingkat 
produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung 
juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu Negara menghadapi kekurangan barang 
modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan 
mempengaruhi kemiskinan.  
Dari segi permintaan modal, corak lingkaran kemiskinan mempunyai bentuk 
yang berbeda di setiap negara. Di Negara-negara miskin perangsang untuk 
melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis 
barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat rendah. 
Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya 
rendah ditunjukan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan 
mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas 
ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga 
kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya. 
 
2.1.1.5  Penanggulangan Kemiskinan. 
Menurut World Bank dalam laporan Era Baru dalam Pengentasan 
Kemiskinan di Indonesia (2006) bahwa disamping pertumbuhan ekonomi dan 
layanan sosial, dengan menentukan sasaran pengeluaran untuk rakyat miskin, 
pemerintah dapat membantu mereka dalam menghadapi kemiskinan (baik dari segi 
pendapatan maupun non-pendapatan) dengan beberapa hal. Pertama, pengeluaran 
pemerintah dapat digunakan untuk membantu mereka yang rentan terhadap 
kemiskinan dari segi pendapatan melalui suatu sistem perlindungan sosial modern 
yang meningkatkan kemampuan mereka sendiri untuk menghadapi ketidakpastian 
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ekonomi. Kedua, pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki 
indikator-indikator pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi kemiskinan 
dari aspek non-pendapatan.  
Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam setiap hajat hidup 
masyarakat perlu melakukan kajian yang mendalam dalam setiap kebijakannya agar 
setiap output yang dihasilkan dan diharapkan dapat tepat sasaran dan memberikan 
pengaruh nyata terhadap masyarakat. Melalui kebijakan alokasi dana, tiap sektor 
yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas seharusnya perlu diberikan porsi lebih 
dalam alokasi anggaran pemerintah, kebijakan pemerintah menyangkut sektor 
pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial adalah beberapa contoh diantaranya 
yang perlu diberikan perhatian lebih, hal ini dikarenakan pada sektor – sektor 
tersebutlah masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan 
pemerintah yang diambil.  
Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa sektor – sektor 
tersebut dapat menjadi acuan dan gambaran dari pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi yang dimaksud disini bukanlah pertumbuhan ekonomi secara 
statistik saja, namun pertumbuhan ekonomi yang juga memberikan kontribusi 
langsung terhadap masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung selama ini 
tidak menyentuh secara langsung ke lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah, 
karena pertumbuhan ekonomi yang secara statistik diungkapkan oleh pemerintah 
tidak mencerminkan gambaran secara langsung kondisi sosial dalam masyarakat. 
Sektor yang menyangkut kebutuhan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan 
dan kesejahteraan social yang masih belum memadai, hal ini dikarenakan 
pertumbuhan ekonomi hanya dipacu oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 
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Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah 
memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain : (1) masih berorientasi kepada 
pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakan yang 
bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) 
memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi 
penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada 
produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat 
generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan 
kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka 
penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar 
persoalan yang sesungguhnya,baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 
2008). 
Kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) 
digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung 
mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang 
mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksaan yang secara 
langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) 
kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil 
melalui upaya khusus.  
Seharusnya bentuk penanggulangan kemiskinan pada tingkat makro, sektor 
yang dijadikan sebagai mesin pertumbuhan harus digeser dari sektor yang memiliki 
elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah (misalnya, sektor lembaga 
keuangan, telekomunikasi, hotel dan restoran) ke sektor yang memiliki elastisitas 
penyerapan tenaga kerja yang tinggi (misalnya, sektor pertanian, pertambangan, 
industri pengolahan, dan perdagangan). Melalui upaya semacam ini, diharapkan 
 21 
 
kesempatan kerja bisa ditingkatkan dan angka pengangguran bisa ditekan, sehingga 
pada gilirannya angka kemiskinan dapat diturunkan (Agussalim, 2012). 
Sedangkan pada tingkatan mikro, bentuk penanggulangan kemiskinan 
seharusnya dengan melaksanaknan program-program pemerintah yang dapat 
menurunkan beban penduduk miskin dalam jangka pendek misalkan program yang 
meningkatkan aksessibitas layanan  pendidikan dan kesehatan sehingga dalam 
jangka waktu pendek  beban biaya penduduk miskin menurun serta dampak jangka 
panjangnya adalah meningkatnya produktivitas penduduk miskin sehingga kualitas 
dan kapasitas sumber daya manusia penduduk miskin meningkat (Agussalim, 
2012). 
 
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi  
Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari 
negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada 
penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-
penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai 
tuntutan keadaan yang ada (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2006). Menurut 
Robinson Tarigan (2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan 
pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai 
tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut. 
Menurut pandangan kaum historis, diantaranya Friedrich List dan Rostow, 
pertumbuhan ekonomi merupakan tahapan proses tumbuhnya perekonomian mulai 
dari perekonomian bersifat tradisional yang bergerak di sektor pertanian dimana 
produksi bersifat subsisten, hingga akhirnya menuju perekonomian modern yang 
didominasi oleh sektor industri manufaktur. Menurut Boediono, pertumbuhan 
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ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. 
Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua 
sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah 
penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk 
(Aditya, 2010). Menurut Nafziger (Aditya, 2010), pertumbuhan ekonomi berkaitan 
dengan kenaikan produksi suatu negara atau kenaikan pendapatan per kapita suatu 
negara, 
Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, Thomas 
Robert Malthus dan John Straurt Mill, maupun ekonom neo klasik, Robert Solow dan 
Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok 
barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang 
digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 
berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang 
dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2003). Sedangkan menurut Schumpeter, 
faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, 
dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (entrepreneur). Kemajuan ekonomi 
suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para 
entrepreneur. sedangkan dalam Todaro (2006) ada tiga faktor utama dalam 
pertumbuhan ekonomi, yaitu : 
1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), 
peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal 
akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang di tabung yang 
kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untukmemperbesar output di 
masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi 
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infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas 
komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam 
pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal 
manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi. 
2. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal 
yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (labor force) secara 
tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang 
pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin 
produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan 
potensi pasar domestiknya. 
3. Kemajuan Teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara 
baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan 
tradisional.  
Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi, yakni : (a). Kemajuan teknologi yang 
bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan 
kombinasi-kombinasi input yang sama, (b). Kemajuan teknologi yang bersifat hemat 
tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output 
yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang 
sama, (c). Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan 
teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada 
secara lebih produktif. 
 
2.1.2.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan 
Landasan teori dari beberapa penelitian memberikan kesimpulan yang 
beragam. Apa yang dikemukakan oleh Todaro (2006) menjadi entry point dalam 
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melihat hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Menurutnya Gross 
Domestic Produk/Product Domestic Bruto (pertumbuhan ekonomi) yang cepat 
menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah 
fundamental bukan hanya menumbuhkan GNI, tetapi siapakah yang akan 
menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah 
hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang  yang menubuhkan GNI 
ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan 
GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan 
ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah (Todaro dan Stephen C.Smith, 
2006, Dawey, 1993). Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah 
siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain 
adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut.  
Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori 
distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam  Mankiew (2006). 
Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional 
merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi 
maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi 
mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh 
tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output 
tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada 
akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ravalion (1997), Son dan Kakwani 
(2003) dan Bourguignon (2004) juga memberika kesimpulan yang secara 
keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiew. Menurut Ravalion (1997), Son 
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dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) setelah mekakukan analisis hubungan 
antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa 
dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan 
relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat 
ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif 
tidak signifikan (Agussalim,2009) 
Pendapat Bourgoignon dijelaskan lebih jauh oleh Dollar dan Kray (2001) 
dalam Agussalim (2006). Menurut Dollar dan Kray pertumbuhan ekonomi akan  
memberikan manfaat kepada warga miskin jika pertumbuhan ekonomi tersebut 
disertai dengan berbagai kebijakan seperti penegakan hukum, disipin fiskal, 
keterbukaan dalam perdagangan internasional dan strategi penanggulangan 
kemiskinan. Negara yang berhasil dalam pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar 
juga akan berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, apalagi jika terdapat 
dukungan kebjakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat (Bigsten dan Levin, 
2001).  
Fakta pendukung peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka 
kemiskinan dijelaskan oleh Bank Dunia dalam World Development report (1990). 
Bank Dunia memberika rekomendasi kebijakan yaitu mendorong pertumbuhan 
ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja guna 
mengentaskan angka kemiskinan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk 
menurunkan angka kemiskinan dijelaskan secara teoritis melalui virtous circle oleh 
Sagir (2009). Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi 
pemicu atau indikasi dunia usaha mengalami tingkat produktivitas yang tinggi dan 
kemudian akan berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan yang tersedian seiring 
peningkatan kapasitas produksi. 
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2.1.3. Pengeluaran Pemerintah  
Menurut Dumairy (1996) peranan pemerintah dapat dibedakan menjadi 
empat kelompok yaitu : 
1. Peran alokatif, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya 
ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung 
efisiensi produksi. 
2. Peran distributif, yaitu peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber 
daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. 
3. Peran stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas 
perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. 
4. Peran dinamisatif, yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses 
pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju 
 
Peran pemerintah dalam mempengaruhi kemiskinan termasuk dalam 
mengantisipasi kegagalan pasar dalam perekonomian sangat penting. Peranya 
melalui kebijakan fiskal ditargetkan dapat menyelesaikan masalah pembangunan 
(kemiskinan, pengangguran dan distribusi pendapatan). Inilah yang mendasari 
Keynes mengeluarkan teori yang memberikan peran yang besar bagi pemerintah 
untuk memberikan stabilisasi, redistribusi pendapatan dan alokasi dalam 
perekonomian suatu negara. Keynes mengatakan pada tingkat makro, pemerintah 
harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi “Full 
Employment”, sebab mekanisme otomatis kearah posisi tersebut tidak bisa 
diandalkan secara otomatis atau diserahkan pada mekanisme pasar. Untuk itu 
peran pemerintah  melalui kebijaksanaan fiskal untuk melakukan distribusi 
pendapatan termasuk melalui mekanisme pajak, sangat penting karena 
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ketidakmampuan mekanisme pasar dalam meyelesaikan masalah kesejahteraan. 
Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Iradian (2005). Ia mengatakan bahwa 
selain ketimpangan pendapatan, pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh 
terhadap penurunan kemiskinan. 
Pemerintah memiliki perangkat kebijakan fiskal untuk mempengaruhi tujuan 
pembangunan suatu negara. Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama yaitu  
kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah (Mankiw, 2003). Keynes (Mankiw 
,2003) mengemukakan peran pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan tiga tujuan 
yang masing-masing memiliki sasaran yang berbeda-beda. Fungsi alokasi 
berhubungan dengan persediaan barang-barang sosial dan proses pemanfaatan 
sumber daya secara menyeluruh untuk produksi barang-barang swasta, barang-
barang sosial, dan kombinasi dari barang-barang sosial yang telah dipilih. Fungsi 
distribusi berhubungan dengan persamaan kesejahteraan dan distribusi pendapatan 
dalam masyarakat. Fungsi stabilisasi ditujukan untuk menstabilkan atau 
mempertahankan rendahnya tingkat pengangguran, harga atau tingkat inflasi, dan 
pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. 
 
2.1.3.1. Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan 
Peran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan sangat dibutuhkan, sesuai 
dengan peranan pemerintah yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi.  Peranan 
tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi jika tujuan pembangunan yaitu 
pengentasan kemiskinan ingin terselesaikan. Anggaran yang dikeluarkan untuk 
pengentasan kemiskinan menjadi stimulus dalam menurunkan angka kemiskinan 
dan beberapa persoalan pembangunan yang lain. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2005) dalam Alawi (2006) 
menegaskan peranan anggaran untuk pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian 
tersebut menjelaskan hubungan yang negatif antara anggaran pendapatan terhadap 
jumlah orang miskin. Artinya semakin tinggi jumlah anggaran pendapatan maka 
akan menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu anggaran yang dimaksud dialokasikan 
guna membuat program pengentasan kemiskinan baik yang bersifat jangka pendek 
maupun jangka panjang. Apa yang ditemukan oleh Hasibuan diperkuat oleh Alawi 
(2006). Alawi menemukan bahwa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan 
masyarakat memiliki korelasi yang negatif terhadap tingkat keparahan kemiskinan. 
Artinya semakin tinggi alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masayarakat 
maka akan menurunkan tingkat keparahan kemiskinan. 
Dua penelitian diatas menjelaskan teori yang dikemukakan Todaro. Todaro 
(2006) dalam Alawi menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh salah 
satunya tingkat pendapatan rata-rata daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat 
pendapatanya maka potensi untuk mengalokasikan anggaran guna menyelesaikan 
masalah kemiskinan akan semakin besar. Namun alokasi tersebut tentu harus tepat 
sasaran, jika tidak justru akan menyebabkan kemiskinan akan semakin memburuk 
dan akan menghasilkan kekacauan sosial (social chaos). 
  Teori ekonomi mengatakan bahwa untuk memutuskan mata rantai lingkaran 
kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkkatan keterampilan sumber daya 
manusia, penambahan modal, investasi, dan pengembangan teknologi. Melalui 
berbagai suntikan maka diharapkan produktifitas akan meningkat.  Penanggulangan 
kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang 
penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusun di pemerintah 
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pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin. disertai 
dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat, 2004).  
Dalam pembangunan ekonomi, peran pemerintah melalui kebijaksanaan 
fiskal sangat dibutuhkan untuk menekan angka kemiskinan. Namun program yang 
dibuat harus melalui analisis kebutuhan yang jelas agar anggaran yang digunakan 
efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Otonomi daerah memungkinkan 
peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun 
temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang 
tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah kabupaten dan 
kota, serta pemerintah desa. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang 
dikeluarkan dan diimplementasian bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat 
miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek 
pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang 
dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang 
terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. 
Dalam temuan lain yang mempertegas beberapa temuan diatas yaitu temuan 
dari Fan (2004). Ia membuktikan bahwa pengeluaran pembangunan untuk 
infrastruktur dan jasa di daerah pedesaan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan 
di sektor pertanian yang menjadi sektor terbesar terjadinya kemiskinan di negara 
berkembang. Selain itu pengeluaran pembangunan untuk teknologi dan modal 
manusia juga merupakan faktor yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan 
di negara berkembang, khususnya negara-negara di Afrika. Dalam penelitian 
sebelumnya Fan (et all 1999) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki 
dampak secara langsung dan dampak tidak langsung terhadap penduduk miiskin. Ia 
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mengatakan dampak langsung pengeluaran pemerintah adalah manfaat yang 
diterima penduduk miskin dari berbagai program peningkatan pendapatan dan 
kesejahteraan pekerja, serta skema bantuan dengan target penduduk miskin. 
Dampak tidak langsung berasal dari investasi pemerintah dalam infrastruktur, riset, 
pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk, yang secara simultan akan 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh sektor dan berdampak pada 
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan terutama 
penduduk miskin serta lebih terjangkaunya harga kebutuhan pokok. Beberapa hasil 
penelitian juga menunjukkan beberpa kelemahan dari pengeluaran pemerintah 
dalam mengentaskan kemiskinan pada sisi implementasi program. Penelitian yang 
fokus pada implementasi program pengentasan kemiskinan memberikan hasil yang 
berbeda yang menunjukkan bahwa tidak mutlak pengeluaran pemerintah dapat 
menurunkan kemiskinan. 
 
2.1.4. Pengangguran 
Nanga (2001) mendefinisikan Pengangguran adalah suatu keadaan dimana 
seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki 
pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang tidak 
bekerja, tetapi secara aktif mencari pekerjaan  tidak dapat digolongkan sebagai 
penganggur. Untuk mengukur pengangguran dalam suatu negara biasanya 
digunakan apa yang dinamakan tingkat pengangguran (unemployment rate). Yaitu 
jumlah penganggur dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja (labor 
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force). Sedangkan angkatan kerja itu sendiri adalah jumlah orang yang bekerja dan 
tidak bekerja, yang berada dalam kelompok umur tertentu. 
Pengangguran prinsipnya mengandung arti hilangnya output (loss of output) 
dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja (human misery), dan merupakan 
suatu bentuk pemborosan sumberdaya ekonomi. Disamping memperkecil output, 
pengangguran juga memacu  pengeluaran pemerintah lebih tinggi untuk keperluan 
kompensasi pengangguran dan kesejahteraan. 
Setiap negara selalu berusaha agar tingkat kemakmuran masyarakatnya 
dapat dimaksimumkan dan perekonomian selalu mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang mantap dan berkelanjutan (sustained economic growth). Tingkat 
pengangguran yang relatif tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai tujuan 
tersebut. Hal ini dapat dilihat jelas dari berbagai akibat buruk yang bersifat ekonomi 
yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran. Akibat- akibat buruk pengangguran 
terhadap perekonomian adalah : 
Pertama, pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat 
memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran 
menyebabkan output aktual (actual output) yang dicapai lebih rendah dari atau 
berada dibawah output potensial (potential output). Keadaan ini berarti tingkat 
kemakmuran masyarakat yang dicapai adalah lebih rendah dari tingkat yang 
mungkin akan dicapainya. 
Kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (tax revenue) 
pemerintah berkurang. Pengangguran yang disebabkan oleh rendahnya tingkat 
kegiatan ekonomi, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan pajak yang 
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mungkin diperoleh pemerintah akan menjadi sedikit. Dengan demikian, tingkat 
pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam 
menjalankan berbagai kegiatan pembangunan. 
Ketiga, pengangguran yang tinggi akan menghambat, dalam arti tidak akan 
menggalakkan pertumbuhan ekonomi. pengangguran menimbulkan dua akibat 
buruk kepada kegiatan sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja 
biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin- mesin perusahaan. 
Keadaaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di 
masa akan datang. Kedua, pengangguran yang timbul sebagai akibat dari kelesuan 
kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang 
rendahh mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal 
tersebut jelas akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa akan datang. 
Selain membawa akibat buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan, 
pengangguran yang terjadi juga akan membawa beberapa akibat buruk terhadap 
individu dan masyarakat, sebagai berikut 
Pertama, pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan 
pendapatan. Di negara-negara maju, para penganggur memperoleh tunjangan 
(bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka 
masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupannya. Sebaliknya di 
negara – negara berkembang tidak terdapat program asuransi pengangguran, dan 
karenanya hidup penganggur harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman. 
Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga 
yang tidak harmonis. 
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Kedua, pengangguran dapat menyebabkan kehilangan atau berkurangnya 
keterampilan. Keterampilan dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat 
dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. 
Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan skills pekerja 
semakin merosot. 
Ketiga, pengangguran dapat pula menimbulkan ketidak stabilan sosial dan 
politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat 
menimbulkan rasa yang tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. 
Golongan yang berkuasa akan semakin tidak populer di mata masyarakat, dan 
berbagai tuntutan dan ritik akan dilontarkan kepada pemerintah dan adakalanya hal 
itu disertai pula dengan tindakan demonstrasi dan hura hara. Kegiatan-kegiatan 
kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya akan semakin 
meningkat. 
 
2.1.4.1. Hubungan Pengangguran dan Kemiskinan  
Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah 
mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat 
kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila 
pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu 
berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan 
prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. 
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Hubungan yang erat sekali antara tingginya jumlah pengangguran, dengan 
jumlah penduduk miskin. Bagi sebagian besar mereka, yang tidak mempunyai 
pekerjaan yang tetap atau hanya bekerja paruh waktu (part time) selalu berada 
diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Lincolin Arsyad, 1999). 
Kebutuhan manusia banyak dan beragam, karena itu mereka berusaha untuk 
memenuhi kebutuhannya, hal yang biasa dilakukan adalah bekerja untuk 
mendapatkan penghasilan. Apabila mereka tidak bekerja atau menganggur, 
konsekuensinya adalah mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, 
kondisi ini membawa dampak bagi terciptanya dan membengkaknya jumlah 
penduduk miskin yang ada. 
Menurut Octaviani (2001), jumlah pengangguran erat kaitanya dengan 
kemiskinan di Indonesia yang penduduknya memiliki ketergantungan yang sangat 
besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan 
pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan 
untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Yang artinya bahwa semakin tinggi 
pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan. Kadangkala ada juga pekerja 
diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang 
lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak 
pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap 
demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu 
masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi 
belum tentu miskin. 
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2.1.6. Pendidikan 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
Tentang Sisitem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujutkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  
Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 
(sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan yang sangat 
strategis khususnya dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung 
proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Secara definisi, seperti yang dilansir 
dalam World Commision on Environmental and Development, 1997 dalam McKeown 
(dalam Dian Satria, 2008), bahwa sustainable development adalah: “Sustainable 
development is development that meets the needs of the present without 
comprimising the ability of future generations to meet their own needs.” Dalam 
konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang 
berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, 
sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih 
baik. Di sisi lain, dengan pendidikan, usaha pembangunan yang lebih hijau (greener 
development) dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan juga mudah tercapai. 
Studi-studi empiris di sejumlah Negara yang dilakukan oleh Barro (1991, 
1998), Barro dan Lee (1993), Mankiw dan kawan-kawan (1991) serta Nelson dan 
pack (1998) menjabarkan tingkat pendidikan biasanya diukur dengan persentase 
tenaga kerja yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah tenaga kerja atau penduduk 
yang terdaftar (enrolment) pada suatu tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan 
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tingkat kesehatan umumnya diukur dengan tingkat harapan hidup (life expectancy). 
Demikian juga kualitas capital (mencerminkan proses teknologi) lebih penting dari 
kuantitasnya (akumulasi capital). Kewirausahaan termasuk kemampuan seseorang 
untuk melakukan inovasi merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan 
ekonomi (Tambunan, 2001).  
Perbaikan pendidikan diharapkan dapat member peluang pertumbuhan yang 
lebih tinggi di masa depan sebab dengan perbaikan pendidikan maka para pekerja 
memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengoperasikan dan mengeksploitasi 
sumber daya ekonomi modern dan memanipulasi modal fisik. Perbaikan tersebut 
terutama harus diprioritaskan pada pendidikan dasar. 
Investasi dalam human capital adalah seluruh kegiatan yang bertujuan 
meningkatkan kualitas (produktivitas) tenaga kerja pada waktu tertentu. Investasi 
dalam human capital bukan hanya pengeluaran atau belanja pendidikan formal dan 
pelatihan selama bekerja, tetapi termasuk juga belanja kesehatan dan migrasi. 
Produktivitas pekerja meningkat melalui perbaikan kesehatan fisik dan mental serta 
melalui perpindahan lokasi tempat mereka bekerja.  
Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) 
dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk 
berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah 
ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih 
mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 
15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas 
untuk rata-rata lama sekolah.  
Kedua indikator ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan 
tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk 
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yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara 
keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap 
keterampilan yang dimiliki penduduk. MYS dihitung secara tidak langsung, pertama 
dengan memberikan faktor Konversi pada variabel ”Pendidikan yang Ditamatkan” 
sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Langkah selanjutnya adalah dengan 
menghitung rata-rata tertimbang dari variabel tersebut sesuai dengan bobotnya.  
𝑀𝑌𝑆 =  ∑
𝑓𝑖 𝑋 𝑠𝑖𝑖
∑ 𝑓𝑖
  ………………………(2.2) 
Dimana :  
MYS = Rata-rata lama sekolah  
fi = Frekuensi penduduk usia 10 tahun keatas pada jenjang pendidikan i,  
i= 1,2,...,11  
si = Skor masing-masing jenjang pendidikan  
Angka melek huruf pengertiannya tidak berbeda dengan definisi yang telah 
secara luas dikenal masyarakat, yaitu kemampuan membaca dan menulis. 
Pengertian rata-rata lama sekolah, secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai 
berikut : misalkan di Sumatera Utara ada 5 orang tamatan SD, 5 orang tamatan 
SMP, 5 orang tamatan SMA, 5 orang tidak sekolah sama sekali, maka rata-rata 
lama sekolah di Sumatera Utara adalah { 5 (6) + 5 (9) + 5 (12) + 5 (0) } : 20 = 6,25 
tahun.  
Setelah diperoleh nilai Lit dan MYS, dilakukan penyesuaian agar kedua nilai 
ini berada pada skala yang sama yaitu antara 0 dan 1. Selanjutnya kedua nilai yang 
telah disesuaikan ini disatukan untuk mendapatkan indeks pendidikan dengan 
perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS, sesuai ketentuan UNDP. Dengan 
demikian untuk menghitung indeks pendidikan digunakan rumus:  
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IP = 2/3 Indeks Lit + 1/3 Indeks MYS  …………….. (2.3) 
dimana :  
IP = Indeks Pendidikan  
Lit = Melek Huruf  
MYS = Rata-rata lama sekolah  
 
2.1.6.2. Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan  
Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah 
terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan 
mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas 
manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan 
mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat 
sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. 
Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan 
memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga 
perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang 
bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan 
keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga 
kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang 
memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, 
yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 
Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses 
mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004). 
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Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam 
menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui 
perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung 
melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan 
pendapatan mereka (Lincolin, 1999). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 
maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong 
peningkatan produktivitas seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang 
lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih 
tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi 
kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas 
yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat 
diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. 
Menurut Simmons (dikutip dari Todaro dan Smith, 2006), pendidikan 
merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Selanjutnya Todaro dan 
Smith (2006) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang 
mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk 
kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk 
mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 
berkelanjutan. Dalam penelitian Hermanto dan Dwi (2007) diketahui bahwa 
pendidikan mempunyai pengaruh paling tinggi terhadap kemiskinan dibandingkan 
variabel pembangunan lain seperti jumlah penduduk, PDRB, dan tingkat inflasi. 
Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan 
memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan 
keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat 
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manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. 
Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya 
mencerdaskan bangsa (Criswardani, 2005). 
 
 
2.1.5. Kesehatan  
Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat 
menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas 
kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi 
keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, 
pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Variabel-variabel yang 
digunakan untuk menggambarkan tingkat kesehatan di suatu daerah umumnya 
terdiri dari:  
 
1.  Tingkat Kesakitan Penduduk  
Tingkat keluhan penduduk terhadap kesehatannya, dimana semakin banyak 
jumlah keluhan ini maka semakin buruk kesehatan didaerah tersebut. 
2. Sarana Kesehatan  
Sarana kesehatan merupakan gambaran jumlah rumah sakit pemerintah dan 
rumah sakit swasta beserta kapasitas tempat tidurnya. Selain itu juga 
menjelaskan jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan 
dan posyandu. 
3.  Usia Harapan Hidup  
Penduduk yang hidup berumur panjang umumnya memiliki tingkat kesehatan 
yang baik.  
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4.  Tenaga Kesehatan  
Tenaga kesehatan menggambarkan jumlah dokter umum, dokter gigi, dokter 
spesialis, bidan dan perawat.  
Usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan 
derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu 
daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial 
lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk 
program pemberantasan kemiskinan.  
Usia harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang 
masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada 
suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan 
masyarakatnya. Untuk indikator kesehatan, variabel yang digunakan adalah usia 
harapan hidup penduduk. 
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak 
dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan 
kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas 
sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi,serta memiliki peran 
penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  
Langkah-langkah yang telah ditempuh adalah peningkatan akses kesehatan 
terutama bagi penduduk miskin melalui pelayanan kesehatan gratis; peningkatan 
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular termasuk polio dan flu burung; 
peningkatan kualitas, keterjangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar; 
peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; penjaminan mutu, keamanan 
 42 
 
dan khasiat obat dan makanan; penanganan kesehatan di daerah bencana; serta 
peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. 
Indeks kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan 
indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Semakin tinggi 
Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat 
kesehatan masyarakat tersebut. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan 
banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup, diartikan sebagai umur 
yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Untuk menghitung 
indeks kesehatan digunakan nilai maksimum sebagai batas atas untuk 
penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan nilai minimum 25 tahun (standar UNDP). 
Semakin tinggi nilai indeks kesehatan di suatu wilayah, maka 
mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi terutama yang terkait dengan 
fasilitas kesehatan wilayah tersebut semakin maju. Semakin maju pembangunan 
daerah di bidang kesehatan menunjukan tingkat kesehatan yang ada dapat diakses 
oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.  
 
2.1.5.1. Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan 
Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan alat ukur indeks kesehatan 
merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan 
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan 
pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok 
masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-
negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup 
lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk 
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memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincolin (1999) menjelaskan 
intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat 
kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari 
kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas 
golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, 
mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output. 
Berdasarkan teori mengenai lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh 
Nurkse (Kuncoro, 2000) bahwa semakin tinggi tingkat kesehatan masyarakat yang 
ditunjukan dengan meningkatnya nilai AHH maka produktivitas akan semakin 
meningkat . peningkatan produktivitas dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi 
yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Artinya semakin tinggi angka 
harapan hidup maka tingkat kemiskinan akan menurun. 
 
2.2. Tinjauan Empiris 
Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa 
terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. 
Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk 
menurunkan tingkat kemiskinan.  
Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya 
menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus 
pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan 
terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa 
pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan 
determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. 
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Penelitian dari Utami (2011), dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya Di Provinsi 
Jawa Timur “, dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis data panel. 
Faktor-faktor yang digunakan yaitu, kependudukan, PDRB, pendidikan, kesehatan 
serta pengangguran. Dari lima variabel yang digunakan, semuanya signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Varibael kependudukan berpengaruh 
positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan 
berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, vaiabel kesehatan berpengaruh 
negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel penggangguran berpengaruh 
positif terhadap tingkat kemiskinan. 
Rashid  Mehmood  dan  Sara  Sadiq  (2010)  mengemukakan  bahwa  
pengeluaran  pemerintah dan  kemiskinan  memiliki  hubungan  negatif  jika  
pengeluaran  tersebut  adalah  jalur  pembangunan seperti pembangunan fasilitas 
sosial, barang publik, infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan 
pendidikan. Samsubar Saleh (2002), Apriliyah S.N (2007), dan Nur Tsaniyah juga 
menunjukkan kesamaan hasil yakni bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) 
mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Penelitian yang dilakukan Prastyo (2010) untuk menganalisis pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran 
terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. 
Dalam penelitian tersebut mendapat hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, 
upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan 
terhadap variabel tingkat kemiskinan. 
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2.3. Kerangka Pikir  
Dalam penelitian ini digunakan variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan 
pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan variabel independen yaitu 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, indeks pendidikan 
dan indeks kesehatan pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dari kerangka 
pemikiran tersebut, selanjutnya akan diketahui bagaimana pengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk memudahkan kegiatan 
penelitian, maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 
 
Gambar 2.3 Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertumbuhan Ekonomi 
(X1) 
Pengangguran (X3) 
Pengeluaran 
Pemerintah (X2) 
Indeks Pendidikan (X4) 
Indeks Kesehatan(X5) 
Tingkat Kemiskinan 
(Y) 
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2.4 Hipotesis 
Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk 
menjawab pemasalahan yang diajukan oleh peneliti akan tetapi masih harus diuji 
secara empiris. Maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut :  
 Diduga Bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki hubungan negatif 
terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi 
Selatan 2009-2013 
 Diduga Bahwa Pengangguran (X2) memiliki hubungan positif terhadap 
tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-
2013 
 Diduga Bahwa Pengeluran Pemerintah (X3) memiliki hubungan negatif 
terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi 
Selatan 2009-2013 
 Diduga Bahwa  Indeks Pendidikan (X4) memiliki hubungan negatif terhadap 
tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-
2013 
 Diduga Bahwa Indeks Kesehatan (X5) memiliki hubungan negatif terhadap 
tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-
2013 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian di lakukan pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi 
Selatan. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk 
memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan, serta waktu, biaya  dan 
tenaga dapat dihemat seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian dilakukan 
pada bulan Februari tahun 2015. 
 
3.2. Variabel Penelitian 
Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat 
kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, sedangkan variabel independen 
yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, pengeluaran 
pemerintah, indeks pendidikan dan indeks kesehatan pada Kabupaten/Kota di 
Sulawesi Selatan. 
 
3.3.  Jenis Data dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang 
bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan yang terdiri dari data 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, indeks 
pendidikan dan indeks kesehatan. Data yang diambil adalah data menurut 
kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 21 Kabupaten dan 3 Kota 
pada periode tahun 2009-2013.  Selain data yang diperoleh dari kantor dan situs 
resmi Badan Pusat Statistik yang diterbitkan secara resmi, data dalam penelitian ini 
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juga didapatkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya termasuk dalam jurnal, 
skripsi, tesis, buku, karya ilmiah dan berbagai hasil penelitian yang lain yang 
mendukung penelitian ini. 
3.4 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, tingkat pengangguran, pengaluaran pemerintah, indeks pendidikan dan 
indeks kesehatan trhadapa tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
menggunakan analisis regresi panel data. Pengolahan data dilakukan dengan 
bantuan program Eviews 7. 
Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data time 
series dan data cross section yang dapat dinyatakan pada persamaan sebagai 
berikut: 
Yit = β0 + β1 Xit + μit ………………………………………….  (1) 
i = 1,2,...,N ; t = 1,2,...,T 
dimana: N : banyaknya observasi 
 T : banyaknya waktu 
 N x T : banyaknya data panel 
Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat 
pengangguran, pengeluaran pemerintah, indeks pendidikan, dan indeks kesehatan 
terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, menggunakan 
data time series selama lima tahun terakhir yaitu 2009-2013 dan data cross section 
sebanyak 24 data mewakili Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kombinasi atau 
Pooling menghasilkan 120 observasi dengan fungsi persamaan data panelnya 
sebagai berikut :  
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Yit = f(X1itX2itX3itX4itX5it) …….…………………….(3.1) 
Yit = β0X1it
β1  X2it
β2  X3it
β3  X4it
β4  X5it
β5  eµit………………………………..(3.2) 
lnYit = lnβ0 +  β1lnX1it +  β2lnX2it + β3lnX3it + β4lnX4it + β5lnX5it +
µit......(3.3) 
dimana :  
𝑌 = Tingkat Kemiskinan  
𝑋1  = Pertumbuhan Ekonomi   
𝑋2 = Pengangguran  
𝑋3  = Pengeluaran Pemerintah  
𝑋4 = Indeks Pendidikan 
𝑋5 =  Indeks Kesehatan 
β0 = Intersep  
β1 − β5= Koefisien regresi variabel bebas  
µ = Komponen error  
I = 1,2,3,..24 (data cross section Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan)  
t  = 1,2,3,4,5 (data time series 2009-2013) 
 
3.5.  Evaluasi Model  
3.5.1. Multikolinearitas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Apabila nilai 𝑅2 yang dihasilkan 
dalam model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak 
yang tidak signifikan, hal ini merupakan salah satu terjadinya indikasi 
multikolinearitas.  
 
3.5.2 Autokorelasi  
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Autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dari estimatornya. Untuk 
mendeteksi adanya korelasi serial adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) 
dalam Eviews. Untuk mengatahui ada atau tidaknya autokorelasi, maka dilakukan 
dengan membandingkan DW statistiknya dengan DW-tabel.  
 
3.5.3. Heteroskedasitas  
Suatu fungsi dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedasitas atau 
memiliki ragam error yang sama. Gejala adanya heteroskedasitas dapat ditunjukan 
oleh probability Obs*R-Squared pada uji White Heteroskedacity.  
H0= γ= 0  
H1= γ≠ 0  
Kriteria uji :  
Probality Obs*R-Squared < α, maka tolak Ho  
Probality Obs*R-Squared > α, maka terima H0  
 
3.5.4.  Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 
residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.  Ada beberapa 
metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain 
Jarque-Bera Test (J-B test) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan 
menggunakan metode J-B , apabila J-B hitung < nilai χ2 (Chi-Squared), maka nilai 
residual terdistribusi normal.  
 
 
3.6. Definisi Operasional 
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Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan 
variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Tingkat kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk miskin yaitu persentase 
penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau kehidupan minimum 
terhadap total penduduk Sulawesi Selatan menurut indikator Badan Pusat 
Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data persentase penduduk 
miskin menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (dalam satuan persen). 
2. Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah persentase kenaikan jumlah Produk 
Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam 
jangka 1 tahun menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 
2000. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi menurut 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan ( dalam satuan persen). 
3. Pengangguran (X2) merupakan jumlah penduduk yang termasuk angkatan 
kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Data 
yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota 
provinsi Sulsel (dalam satuan persen). 
4. Pengeluaran Pemerintah (X3) adalah belanja sektor pemerintah 
termasuk pembelian barang dan jasa dan pembayaran subsidi. Data 
yang digunakan adalah realisasi pengeluaran pemerintah 
kabupaten/kota provinsi Sulsel (dalam satuan ribuan rupiah). 
5. Indeks pendidikan (X4) adalah menggambarkan jumlah orang yang 
memperoleh akses pendidikan di suatu daerah, Indeks Pendidikan  
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merupakan indeks komposit yang merupakan rata-rata tertimbang dari 
indikator pendidikan, yaitu angka melek huruf penduduk dewasa dan 
rata-rata lama sekolah (dalam satuan persen).  
6. Indeks kesehatan (X5) adalah indikator dalam mengukur kesehatan 
suatu individu di suatu daerah. Indeks kesehatan merupakan rata-rata 
tertimbang dari indikator kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup 
(dalam satuan persen). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 
4.1.1. Kondisi Geografis 
Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar dan sebagai pusat 
pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur Indonesia 
terletak antara 0012’ – 80  lintang selatan dan 116048’ – 122036’ bujur timur, yang 
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Teluk Bone dan 
Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Selatan dan 
Selat Makassar di sebelah Barat. 
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 46.717,48 km2. Secara administrasi 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 Kabupaten dan 3 kota 
hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kota 
dengan Kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran di tahun 2010 yang terdiri 
dari 303 kecamatan dan 2677 desa/kelurahan. Dengan Kabupaten Luwu Utara 
merupakan Kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km2. Pada umumnya daerah di 
Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan mempunyai dua musim yang terjadi 
pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan 
Desember sampai Maret. Berdasarkan pengamatan di stasiun klimatologi tahun 
2009 rata-rata suhu udara 27,3. Luas Kabupaten tersebut merupakan 16,46 persen 
dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan (BPS, 2013).  
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4.1.2. Kondisi Demografis 
Penduduk merupakan salah satu sumber daya potensial dalam menunjang 
aktifitas pembangunan. Kedudukannya sebagai Sumber Daya Manusia memegang 
peranan penting karena berfungsi menggerakkan faktor-faktor produksi dan jasa 
lainnya.  
Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2013 berjumlah 8.342.047 jiwa yang tersebar di 24 
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar berada di Makassar dengan 
jumlah 1.408.072 jiwa. Kepadatan penduduk daerah perkotaan merupakan 
konsekuensi logis dari tingginya aktivitas perekonomian di sana. Oleh karena itu, 
meskipun luas wilayah perkotaan relatif jauh lebih sempit dibandingkan wilayah 
Kabupaten, namun jumlah penduduknya relatif lebih banyak, sehingga kepadatan 
penduduk pun semakin tinggi.  
Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten yang memiliki 
kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi 
Sulawesi selatan, diikuti dengan Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Ketiga daerah ini 
merupakan kota yang berkembang disetiap wilayahnya masing-masing dan 
merupakan daerah pelayanan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Seperti daerah 
Gowa dan daerah Takalar termasuk daerah yang juga relatif padat dikarenakan 
terkena efek perluasan dari Kota Makassar, tingginya aktivitas perekonomian kota 
Makassar mampu menjadi faktor penarik bagi para pekerja. Berikut adalah data 
penduduk dan kepadatan penduduk pada kabupatenkota di Sulawesi selatan: 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut 
Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2013 
Kabupaten/Kota Luas Jumlah Kepadatan 
01. Kep. Selayar 1.199,91 127.220 106 
02. Bulukumba 1.170,10 404.896 346 
03. Bantaeng 397,06 181.006 456 
04. Jeneponto 837,99 351.111 419 
05. Takalar 620,26 280.590 452 
06. Gowa 1.802,08 696.096 386 
07. Sinjai 924,15 234.886 254 
08. Maros 1.538,44 331.796 216 
09. Pangkep 814,95 317.110 389 
10. Barru 1.192,39 169.302 142 
11. Bone 4.593,38 734.119 160 
12. Soppeng 1.337,99 225.512 169 
13. Wajo 2.394,15 390.603 163 
14. Sidrap 2.081,01 283.307 136 
15. Pinrang 1.892,42 361.293 191 
16. Enrekang 1.821,41 196.394 108 
17. Luwu 2.940,51 343.793 117 
18. Tana Toraja 2.149,67 226.212 105 
19. Luwu Utara 7.365,51 297.313 40 
20. Luwu Timur 7.315,77 263.012 36 
21. Toraja Utara 1.169,95 222.393 190 
22. Makassar 181,35 1.408.072 7.764 
23. Pare-Pare 88,92 135.192 1.520 
24. Palopo 254,57 160.819 632 
Sulawesi Selatan 46.083,94 8.342.047 181 
Sumber: Badan Pusat Statistik (DAU dan SP 2013) 
Adapun kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Luwu Timur, 
daerah pemekaran baru, meskipun Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah 
penduduk yang cukup banyak tetapi Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 
kedua terbesar setelah Luwu Utara. Daerah yang kepedatan penduduknya rendah 
juga terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Setelah dicermati dikarenakan daerah yang 
memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah ini berlokasi jauh dari wilayah 
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perkotaan, sehingga dari faktor aksesibilitas terhadap pusat pemerintahan provinsi 
merupakan salah satu kendala. 
 
4.2. Analisis Regresi   
4.2.1. Perkembangan Variabel Penelitian 
4.2.1.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2009-2013 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan 
sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan Penanggulangan 
Kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar 
penduduk dan rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah penduduk dan 
rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin 
konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan 
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan 
dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, 
penyediaan akses kesempatan kerja dan  berusaha, penyediaan akses pelayanan 
kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses 
pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal 
usaha dan pemasaran hasil usaha. 
Tabel 4.2.  Jumlah dan  Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Selatan Tahun 
2009-2013 
 
Tahun 
Jumlah Penduduk 
Miskin (jiwa) 
Persentase Jumlah 
Penduduk Miskin 
2009 936.900 11,93 
2010 916.900 11,40 
2011 835.510 10,27 
2012 812.300 9,82 
2013 863.200 10,32 
 Sumber:  Badan Pusat Statistik  
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Berdasarkan data publikasi BPS, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin 
maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan rentang tahun 2009 
hingga 2013 terus mengalami penurunan baik meskipun kembali terjadi peningkatan 
pada tahun 2013. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin mencapai 936.900 jiwa 
yang kemudian pada tahun 2012 menurun hingga 812.300 jiwa dan kembali 
meningkat menjadi 863.200 jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada 
tahun 2009 sebesar 11,93 persen dan kemudian terus bergerak turun hingga 
sebesar 10,32 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin 
menjadi 1.031.700 jiwa atau turun sebesar 4,7 persen. Penyebab turunnya angka 
kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga tahun 2011 tidak terlepas 
dari adanya program kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan 
Dana Biaya Operasional Sekolah (BPS Tingkat Kesejahteraan Sosial) 
Pada Tabel 4.3. dibawah dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada 
provinsi sSulawes Selatan adalah sebesar 10,11 persen pada tahun 2013. 
Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah adalah makassar dengan 
tingkat kemiskinan sebesar 4,7 persen sedangkan yang memiliki tingkat kemiskinan 
tertinggi adalah kabupaten Pangkep yaitu 17,75 persen, jeneponto sebesar 16,52 
persen dan Toraja Utara sebesar 16,53 persen. 
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Tabel 4.3  Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di  
 Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen) 
 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep Selayar 16,4 15 13,48 12,87 14,23 
Bulukumba 10,49 9,02 8,11 7,83 9,04 
Bantaeng 9,95 10,25 9,21 8,9 10,45 
Jeneponto 20,57 19,1 17,16 16,59 16,52 
Takalar 11,06 11,16 10,04 9,6 10,42 
Gowa 10,93 9,49 8,55 8,06 8,73 
Sinjai 11,37 10,68 9,62 9,29 10,32 
Maros 16,35 14,62 13,13 12,56 12,94 
Pangkep 19,35 19,26 17,35 16,63 17,75 
Barru 11,42 10,69 9,59 9,28 10,32 
Bone 15,18 14,08 12,67 12,25 11,92 
Soppeng 9,95 10,42 9,36 9,12 9,43 
Wajo 8,93 8,96 8,05 7,83 8,17 
Sidrap 6,72 7 6,28 6 6,3 
Pinrang 8,7 9,01 8,12 7,83 8,86 
Enrekang 18,09 16,86 15,17 14,45 15,11 
Luwu 16,95 15,44 13,93 13,34 15,1 
Tana Toraja 16,14 14,62 13,22 12,73 13,81 
Luwu Utara 16,39 16,25 14,64 14,03 15,52 
Luwu Timur 8,9 9,18 8,28 7,72 8,38 
Toraja Utara 0 19,08 17,05 16,28 16,53 
Makassar 5,51 5,86 5,28 5,02 4,7 
Pare-Pare 6,51 6,53 5,91 5,58 6,38 
Palopo 11,85 11,28 10,21 9,47 9,57 
Sulawesi Selatan 13,34 12,31 11,6 10,29 10,11 
Sumber: Badan Pusat Statistik,diolah 
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4.2.1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 
 
Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi 
yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. 
PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu 
tahun di wilayah tersebut. 
PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 
sebesar 218.503,96 milyar rupiah. Bila melihat nilai PDRB Kabupaten/kota di 
Sulawesi Selatan, terlihat bahwa kota Makassar mempunyai nilai PDRB yang paling 
besar mencapai 76.907,41 milyar rupiah. Terbesar kedua selanjutnya adalah Luwu 
Timur dengan nilai PDRB mencapai 13.794,39 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten 
Bone terbesar ketiga dengan nilai 13.533,60 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan 
bahwa Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan nilai 
tambah PDRB di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 dengan menyumbangkan 
PDRB sebesar 35,2 persen, disusul Kabupaten Luwu Timur (6,3 persen) Kabupaten 
Bone (6,2 persen). Dan yang member kontribusi PDRB paling rendah adalah Kep. 
Selayar sebesar 1,1 persen dengan nilai 2.317,79 persen. 
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Tabel 4.4. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013 (milyar rupiah) 
    
Kabupaten/Kota PDRB 
Kontribusi terhadap PDRB 
Sulsel 
1 Kep. Selayar 2.317,79 1,1 
2 Bulukumba 5.910,22 2,7 
3 Bantaeng 3.525,95 1,6 
4 Jeneponto 4.423,31 2,0 
5 Takalar 4.144,47 1,9 
6 Gowa 9.071,49 4,2 
7 Sinjai 4.707,26 2,2 
8 Maros 9.612,78 4,4 
9 Pangkep 11.248,99 5,1 
10 Barru 3.238,15 1,5 
11 Bone 13.533,60 6,2 
12 Soppeng 4.567,99 2,1 
13 Wajo 9.424,44 4,3 
14 Sidrap 5.665,20 2,6 
15 Pinrang 8.270,31 3,8 
16 Enrekang 3.197,79 1,5 
17 Luwu 6.373,02 2,9 
18 Tator 2.997,15 1,4 
19 Luwu Utara 5.274,63 2,4 
20 Luwu Timur 13.794,39 6,3 
21 Toraja Utara 3.261,43 1,5 
22 Makassar 76.907,41 35,2 
23 Pare-Pare 3.401,32 1,6 
24 Palopo 3.634,87 1,7 
Sulawesi Selatan 218.503,96 100,0 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah 
 
 
Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan nilai barang/jasa yang 
terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang 
terjadi di wilayah tersebut (Robinson Tarigan, 2004). Dari tabel dibawah 
menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 
selama tahun 2009 hingga 2013 cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi 
yang diukur berdasarkan laju PDRB atas dasar harga konstan 2000 masing-masing 
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kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang mana menunjukkan angka positif yang 
berarti adanya peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.  
Tabel 4.5. Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000  
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen) 
 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep Selayar 7,89 8,01 8,52 9,18 9,47 
Bulukumba 6,47 6,27 6,38 8,97 8,01 
Bantaeng 7,32 7,9 8,43 8,49 8,82 
Jeneponto 5,38 7,25 7,32 7,27 6,97 
Takalar 6,58 6,85 7,34 7,4 7,33 
Gowa 7,99 6,05 6,2 7,28 7,78 
Sinjai 7,02 6,03 5,9 6,33 7,29 
Maros 6,27 7,03 7,57 8 8,67 
Pangkep 5,91 6,34 9,19 9,61 7,93 
Barru 5,72 6,54 7,41 7,77 7,81 
Bone 7,54 7,63 6,2 8,01 6,09 
Soppeng 6,81 4,45 7,95 7,48 7,57 
Wajo 5,1 5,71 10,93 8,71 8,01 
Sidrap 6,66 4,45 11,82 8,37 7,44 
Pinrang 7,65 6,22 7,12 8,27 6,81 
Enrekang 6,62 4,99 6,91 7,18 6,96 
Luwu 6,82 6,95 7,47 7,49 7,78 
Tana Toraja 6,1 6,31 7,88 8,02 7,57 
Luwu Utara 6,9 5,93 7,29 8,03 8,17 
Luwu Timur -4,04 15,39 6,62 4,97 9,2 
Toraja Utara 5,74 7 7,9 8,47 8,51 
Makassar 9,2 9,83 9,65 9,88 8,91 
Pare-Pare 7,93 8,25 7,8 7,92 8,47 
Palopo 7,86 7,29 8,16 8,68 8,99 
Sulawesi Selatan 6,23 8,19 7,61 8,39 7,65 
Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah 
Dari Tabel 4.5.  diatas dapat dilahat bahwa pada tahun 2013 Kota Makassar 
Kep. Selayar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan 
sebesar 9,47  persen, kemudian diikuti Kabupaten SelayarLuwu Timur yaitu 9,2 
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persen. Sedangkan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah 
adalah kabupaten Bone yaitu 6,09 persen, Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang 
mencolok terjadi di kabupaten Luwu Timur, angka pertumbuhan ekonomi Luwu 
Timur bernilai negatif yaitu pada tahun 2009 (-4,04) walaupun pada tahun 2010 
sempat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 15,39 persen. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB di kabupaten Luwu Timur mengalami 
penurunan. Namun demikian apabila dilihat dari nilai PDRB atas harga konstan 
2000, Kabupaten Luwu Timur mempunyai nilai PDRB terbesar kedua pada tahun 
2010 yaitu sebesar 4.936,91 milyar rupiah setelah kota Makassar (16.252,45 milyar 
rupiah), sehingga Luwu Timur memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan 
nilai tambah PDRB di Sulawesi Selatan. 
 
4.2.1.3. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 
Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam realisasi APBD memiliki 
beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu 
fungsinya yaitu fungsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap 
tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat 
dipenuhi oleh swasta. Pendanaan terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas umum 
yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung, pengeluaran 
pemerintah yang dialokasikan melalui APBD, untuk menyediakan fasilitas umum 
yang diperlukan semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka semakin 
besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan 
prasarana pelayanan publik. Untuk melihat sejauh mana tingkat keseriusan 
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pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan beberapa indikator dapat 
dijadikan dasar penilaian, salah satunya adalah seberapa besar pengeluaran 
pemerintah yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan. 
Pada Tabel 4.6. dimana realisasi pengeluaran pemerintah dari tahun 2009-
2013 ada beberapa daerah perkembangannya yang masih berfluktuatif dan ada pula 
daerah yang menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke 
tahun, salah satu daerah yang perkembangan masih berfluktuatif adalah Kabupaten 
Sidrap dimana pada tahun 2009 realisasi pengeluarannya sebesar Rp 
606.801.000.000 dan pada tahun 2010 realisasi pengeluaran pemerintah mengalami 
penurunan menjadi Rp 583.851.000.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi 
Rp 764.561.000.000 di tahun 2011, dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp 
688.445.000.000 pada tahun 2012, lalu di tahun 2013 kembali lagi mengalami 
kenaikan menjadi Rp 838.758.000.000. Dari tabel dibawah juga dapat dilihat bahwa 
kabupaten/kota yang rata-rata pengeluarannya tertinggi dari tahun 2009 hingga 
2013 adalah kota Makassar yaitu Rp 1.750.871.000.000 dimana Makassar 
merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan sehingga seluruh kegiatan 
pemerintah daerah berpusat disitu, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rata-
rata pengeluaran terendah dari tahun 2009 hingga 2013 adalah kabupaten Toraja 
Utara yaitu sebesar Rp 453.613.000.000. Lebih rinci Tabel 4.5. Memperlihatkan 
Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2009-2013, sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Pengeluaran Pemerintah   
Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (juta rupiah) 
Kabupaten/K
ota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep. Selayar 460.974 401.958 492.921 516.221 633.885 
Bulukumba 572.653 638.561 720.095 783.292 857.215 
Bantaeng 389.904 396.095 476.826 500.963 613.675 
Jeneponto 461.160 532.651 604.238 636.910 747.912 
Takalar 438.218 494.468 546.149 701.315 700.683 
Gowa 815.500 853.593 713.877 1.042.902 1.049.148 
Sinjai 469.286 481.370 556.174 598.825 645.523 
Maros 498.315 524.365 655.553 740.059 977.527 
Pangkep 611.155 652.005 666.994 813.508 881.328 
Barru 503.511 455.438 550.943 584.588 636.297 
Bone 825.031 862.145 921.737 1.252.813 1.372.554 
Soppeng 523.525 337.007 580.130 682.222 723.463 
Wajo 674.817 651.278 792.966 969.098 1.016.951 
Sidrap 606.801 583.851 764.561 688.445 838.758 
Pinrang 544.171 620.742 664.107 751.737 805.270 
Enrekang 524.492 483.310 542.725 563.371 660.523 
Luwu 497.030 577.824 550.470 726.637 771.294 
Tana Toraja 451.928 473.106 486.953 617.058 657.939 
Luwu Utara 504.056 548.844 583.606 698.798 749.190 
Luwu Timur 768.878 556.076 616.731 795.618 868.006 
Toraja Utara 179.678 412.458 502.026 550.226 623.676 
Makassar 1.325.112 1.534.710 1.589.356 2.213.547 2.091.629 
Pare-Pare 457.579 493.583 578.967 536.027 675.924 
Palopo 424.263 425.386 539.642 549.802 575.255 
SulSel  2.220.164 2.564.075 3.152.452 4.476.616 4.959.640 
Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Keungan Pemerintah 
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4.2.1.4. Perkembangan Pengangguran  Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2009-2013 
Pengangguran yakni semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada 
usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau 
bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif 
dalam mencari kerja tersebut. Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya 
kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang 
mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan 
kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang 
tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk 
menganggur. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan 
masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai 
seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur 
tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena 
tidak memiliki pendapatan.  
Pada Tabel 4.7. memperlihatkan perkembangan jumlah pengangguran 
kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara aktual terlihat seperti beberapa 
perkembangan variabel lainnya, perkembangan tingkat pengangguran 
kabupaten/kota di beberapa daerah masih berfluktuatif sedangkan di daerah lainnya 
telah menunjukan trend penurunan tingkat pengangguran. Kabupaten/kota dengan 
tingkat  pengangguran tertinggi pada tahun  2013 adalah kota Makassar yaitu 10,9 
persen. Meskipun Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dimana 
kegiatan ekonomi dan pemerintahan daerah berpusat sehingga banyak lapangan 
kerja tersedia, namun dengan kepadat penduduk yang cukup tinggi hal tersebut 
 66 
 
belum mampu menampung angkatan kerja yang tersedia sehingga tingkat 
pengangguran di Makassar masih tinggi. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat 
pengangguran terendah adalah kabupaten Sinjai yaitu 0,9 persen, bahkan pada 
tahun 2012 tingkat pengangguran kabupaten Sinjai berada pada angka terendah 
yaitu 0,43 persen. Hal ini menjelaskan bahwa lapangan kerja yang tersedia hampir 
dapat menampung angkatan kerja pada kabupaten tersebut. 
Tabel 4.7. Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di  
 Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen) 
 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep.  Selayar 10,03 4,86 3,25 4,62 2,1 
Bulukumba 5,71 5,46 2,71 4,16 2,8 
Bantaeng 7,15 5,54 7,02 6,44 2,4 
Jeneponto 8,1 5,06 4,35 2,77 2,7 
Takalar 9,24 5,54 6,21 2,73 2,7 
Gowa 9,55 7,05 4,01 2,63 2,3 
Sinjai 4,79 5,59 2,84 0,43 0,9 
Maros 11,55 6,94 6,43 5,71 4,6 
Pangkep 11,43 6,09 8,03 5,7 9,9 
Barru 8,61 5,75 4,78 4,51 2,3 
Bone 5,57 5,98 3,51 3,8 5 
Soppeng 9,22 5,16 6,15 6,56 2,4 
Wajo 5,79 7,45 3,13 3,72 4,9 
Sidrap 8,01 4,78 6,99 7,62 6,2 
Pinrang 9,34 6,55 5,35 1,96 2,8 
Enrekang 6 6,6 3,05 1,61 1,4 
Luwu 8,56 7,41 10,55 7,14 5,1 
Tana Toraja 4,95 5,56 4,63 3,26 3,3 
Luwu Utara 6,69 4,47 5,03 4,84 1,8 
Luwu Timur 15,2 7,16 8,12 6,28 8,1 
Toraja Utara * 6,05 5,08 2,82 3,7 
Makassar 12,87 8,41 9,97 9,53 10,9 
Pare-Pare 13,63 7,97 4,21 4,86 7,1 
Palopo 12,23 9,47 8,43 9,03 8,1 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah   *)Toraja Utara baru terbentuk 
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4.2.1.5. Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 
Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengembangan 
suatu  wilayah karena dengan pendidikan dapat menciptakan sumber daya manusia 
(SDM) yang  berkualitas. Suatu wilayah walaupun sumber daya alamnya (SDA) 
melimpah akan tetapi  jika tidak terdapat sumber daya manusia (SDM) berkualitas, 
maka wilayah tersebut akan  tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain yang 
mempunyai SDM yang berkualitas. Tingkat pendidikan sebagian besar atau 
dominan penduduk dapat menjadi indikator sejauh mana akses mereka terhadap 
pendidikan.  Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, berarti semakin besar 
akses mereka terhadap pendidikan.  
Tabel 4.8. menggambarkan tingkat pendidikan daerah kabupaten/kota 
Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013, dimana pada tahun 2013 tingkat pendidikan 
tertinggi ditunjukkan oleh kota Makassar yaitu 89,43 persen, selanjutnya adalah kota 
Palopo sebesar 87,20 persen dan Pare-Pare sebesar 86,50 persen. Kabupaten/kota 
lainnya yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibanding tingkat 
pendidikan Sulawesi Selatan adalah Luwu Timur, Enrekang, Luwu, Pinrang, Luwu 
Utara, Sidrap, dan Barru. Sedangkan Kabupaten/kota dengan  tingkat pendidikan 
terendah di tahun 2013 adalah Jeneponto (66,54 persen), dan Bantaeng (68,66 
persen) 
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Tabel 4.8. Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di  
 Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen) 
 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep. Selayar 74,49 74,92 76,29 76,71 77,31 
Bulukumba 71,77 72,38 72,77 73,31 74,76 
Bantaeng 64,72 65,92 66,24 67,74 68,66 
Jeneponto 64,53 65,29 65,38 65,45 66,54 
Takalar 67,68 68,8 68,93 70,94 72,05 
Gowa 68,11 69,8 70,96 71,07 71,78 
Sinjai 72,54 72,62 73,44 73,53 74,73 
Maros 69,71 70,02 70,73 71,72 73,16 
Pangkep 72,6 73,31 73,81 74,93 76,18 
Barru 75,41 76,46 76,44 77,02 77,23 
Bone 70,74 73,9 72,53 73,52 74,31 
Soppeng 72,23 69,51 73,99 74,18 75,53 
Wajo 68,59 75,85 71,11 71,31 72,59 
Sidrap 75,8 76,84 76 76,55 77,43 
Pinrang 75,87 78,74 77,92 78,61 78,85 
Enrekang 78,63 78,62 78,82 79,37 79,54 
Luwu 78,12 78,2 78,42 78,48 78,84 
Tana Toraja 73,54 74,62 75,82 76,69 78,44 
Luwu Utara 77,01 78,15 78,54 78,63 78,75 
Luwu Timur 79,38 80,32 80,37 80,47 80,82 
Toraja Utara 70,98 71,9 72,93 74,68 75,75 
Makassar 88,01 88,56 88,66 88,72 89,43 
Pare-Pare 86,11 86,17 86,46 86,84 86,91 
Palopo 86,5 87,17 87,2 87,54 87,6 
Sulawesi Selatan  74,36 75,04 75,92 76,82 77,79 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
4.2.1.6. Perkembangan Indeks Kesahatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2009-2013 
Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan 
suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai 
umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka 
harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (indirect 
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estimation). Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi 
kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, 
dan meningkatkan  derajat kesehatan pada khususnya, pada Tabel 4.9. berikut 
memperlihatkan perkembangan Indeks kesehatan kabupaten/kota di Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2009-2013, sebagai berikut: 
Tabel 4.9. Indeks Kesahatan Menurut Kabupaten/Kota di  
 Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen) 
 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 
Kep Selayar 71,02 71,24 71,47 71,7 71,78 
Bulukumba 77,7 78,23 78,55 78,86 79,35 
Bantaeng 80,2 81 81,6 82,2 82,65 
Jeneponto 66,42 66,67 66,92 67,18 67,31 
Takalar 73,62 74,2 74,82 75,45 75,48 
Gowa 77,38 77,68 77,97 78,26 78,4 
Sinjai 77,68 78,31 78,73 79,16 79,7 
Maros 77,85 78,83 79,6 80,36 80,9 
Pangkep 72,7 72,89 73,27 73,56 73,58 
Barru 72,57 73,09 73,42 73,73 74,2 
Bone 73,92 74,55 75 75,43 75,93 
Soppeng 77,53 77,72 77,9 78,08 78,21 
Wajo 75,67 76,57 77,28 77,98 78,5 
Sidrap 78,45 79,17 79,68 80,2 80,61 
Pinrang 77,87 78,43 78,8 79,16 79,68 
Enrekang 82,87 83,31 83,56 83,98 84,43 
Luwu 80,42 81,17 81,73 81,88 82,8 
Tana Toraja 81,88 81,95 82,03 82,1 82,11 
Luwu Utara 77,23 77,6 77,8 78,01 78,36 
Luwu Timur 76,4 76,58 76,77 77,15 77,15 
Toraja Utara 80,82 80,89 80,97 81,03 81,1 
Makassar 80,4 80,98 81,37 81,75 82,28 
Pare-Pare 81,53 82,11 82,48 82,85 83,4 
Palopo 78,39 79,11 79,2 79,53 79,88 
Sulawesi Selatan 74,66 74,83 75,33 75,75 76 
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 
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Pada Tabel 4.9. menunjukkan tingkat kesehatan Kabuten/Kota di Sulawesi 
Selatan yang di ukur dengan indeks kesehatan. Pada tabel diatas dapat dilihat 
bahwa tingkat kesehatan menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya,  
meskipun pada tahun tertentu terjadi penurunan pada beberapa daerah. Pada tahun 
2013 Kabupaten/Kota dengan indeks kesehatan tetinggi adalah Palopo yaitu 83,4 
persen. Kabupaten/kota yang  memiliki rata-rata tingkat kesehatan terendah adalah 
kabupaten Jeneponto yaitu sebesar 67,31  persen.  
 
4.2.2. Analisis Data 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 
ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear 
berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan 
pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan 
menggunakan data panel selama periode tahun 2009-2013 dengan metode Panel 
Least Squares (PLS). Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program 
EViews 7.0 yang membantu dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari 
tiap-tiap variabel, serta pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama. 
 
4.2.2.1. Hasil Uji Statistik 
4.2.2.1.1. Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji F) 
Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:  
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1. Ho diterima (F-statistik < F-Tabel) artinya variabel independen secara 
bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 
2. Ha diterima (F-statistik > F-Tabel) artinya variabel independen secara 
bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.  
 
Tabel 4.10. Hasil Uji Statistik F 
 Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878183    Mean dependent var 11.42492 
Adjusted R-squared 0.840701    S.D. dependent var 3.959315 
S.E. of regression 1.580254    Akaike info criterion 3.959749 
Sum squared resid 227.2454    Schwarz criterion 4.633393 
Log likelihood -208.5849    Hannan-Quinn criter. 4.233319 
F-statistic 23.42936    Durbin-Watson stat 2.001082 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
 
Dari hasil regresi pada Tabel 4.6. pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi 
(𝑋1), pengangguran (𝑋2), pengeluaran pemerintah (𝑋3), indeks pendidikan (𝑋4),  dan 
indeks kesehatan (𝑋5) terhadap tingkat kemiskinan (Y) diperoleh dengan nilai 
sebesar R2 0.878183. Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas), yaitu 
pertumbuhan ekonomi (𝑋1), pengangguran (𝑋2), pengeluaran pemerintah (𝑋3), 
indeks pendidikan (𝑋4),  dan indeks kesehatan (𝑋5) menjelaskan variasi jumlah 
penduduk miskin (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 87,81%. 
Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 12,19%.  
Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model 
dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 
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semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh pertumbuhan 
ekonomi (𝑋1), pengangguran (𝑋2), pengeluaran pemerintah (𝑋3), indeks pendidikan 
(𝑋4),  dan indeks kesehatan (𝑋5) terhadap tingkat kemiskinan (Y) pada  kabupaten 
dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013 dengan menggunakan taraf 
keyakinan 95% (α=0,05) degree of freedom (df1 = k-1 = 6-1 = 5) dan degree of 
freedom (df2 = n-k = 120- 6 = 114) diperoleh  F-Tabel sebesar 1.99682, dari hasil 
regresi pada Tabel 4.6 diperoleh F-statistik sebesar 23.42936 maka F-statistik > F-
Tabel (23.42936 >1.99682). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  
 
4.2.2.1.2. Pengujian Signifikansi secara Parsial (Uji t) 
Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh 
variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang 
digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan 
berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik > nilai t-tabel atau juga 
dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 
1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (𝑋1), pengangguran (𝑋2), 
pengeluaran pemerintah (𝑋3), indeks pendidikan (𝑋4),  dan indeks kesehatan (𝑋5) 
terhadap tingkat kemiskinan (Y) pada 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi 
Selatan 2009-2013 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 0,05) dan 
degree of freedom (df = n-k = 120-6 = 114), diperoleh t-tabel sebesar 1,65833 
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Tabel 4.11. Hasil Uji Statistik t 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -176.6532 50.82072 -3.476008 0.0008 
X1 0.095910 0.095668 1.002530 0.3187 
X2 0.332083 0.088720 3.743031 0.0003 
X3 83.44839 20.35002 4.100654 0.0001 
X4 -0.117630 0.159646 -0.736819 0.4631 
X5 -0.729066 0.270538 -2.694878 0.0084 
     
     Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
Dari Tabel 4.11. di atas dapat disimpulkan bahwa t-statistik variabel 
pertumbuhan ekonomi (X1) < t-tabel sebesar (1.002530<1.65833) , t-statistik 
variable pengangguran (X2) > t-tabel yaitu sebesar (3.743031>1.65833), untuk t-
statistik pengeluaran pemerintah (X3) > t-tabel yaitu sebesar (4.100654>1.65833), 
untuk t-statistik indeks pendidikan (X4) < t-tabel yaitu sebesar (-0.736819<1.65833), 
sedangkan untuk t-statistik indeks kesehatan (X5) > t-tabel yaitu sebesar (-
2.694878>1.65833). Jadi dapat diinterpretasikan bahwa pengangguran (𝑋2) 
pengeluaran pemerintah (𝑋3), dan indeks kesehatan (𝑋5) signifikan mempengaruhi 
jumlah penduduk miskin (Y), sedangkan pertumbuhan ekonomi (𝑋1), dan indeks 
pendidikan (𝑋4) tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y). 
 
4.2.2.1.3.  Uji Asumsi Klasik 
Uji  pelanggaran  asumsi  agar  memenuhi  asumsi  klasik  regresi  yaitu  
terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas dan autokorelasi. 
Dari    output    korelasi    parsial,    dapat    disimpulkan    tidak    terdapat 
multikolinieritas karena tidak ada korelasi antar variabel X yang mendekati 1 atau -1  
dan  korelasi  antar  variabel  bebas  memilki  𝑟2   yang  lebih  kecil  dari  𝑅2   
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(𝑟2<𝑅2)  memberi  kesimpulan  bahwa  semua  variabel  bebas  dalam  spesifikasi  
model  yang  digunakan terlepas dari mulitikolinieritas.  Salah  satu  asumsi  yang  
harus  dipenuhi  dalam  persamaan  regresi  adalah  homoskedasitas  atau  dengan  
kata  lain  bersifat  BLUE (Best Linear Unbiased Estimate). Untuk menguji  
multikolinearitas dapat melihat tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.12. Korelasi Parsial 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y  1.000000 -0.117472 -0.048137 -0.194151 -0.325111 -0.349139 
X1 -0.117472  1.000000 -0.103053  0.213131  0.203637  0.092058 
X2 -0.048137 -0.103053  1.000000  0.066265  0.329937 -0.010471 
X3 -0.194151  0.213131  0.066265  1.000000  0.261892  0.047666 
X4 -0.325111  0.203637  0.329937  0.261892  1.000000  0.410919 
X5 -0.349139  0.092058 -0.010471  0.047666  0.410919  1.000000 
Sumber: Hasil pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 
Kondisi  ini tercapai  jika  semua residual  atau  error  memiliki  varian  yang  
sama. Apabila varian error tidak konstan atau berubah-ubah, maka hal tersebut 
disebut heteroskedastisitas.  Dari plot residual dibawah, terlihat residual tidak 
membentuk pola atau ragam konstan maka dapat disimpulkan bahwa sudah 
homoskedastisitas. Setelah menguji masalah heteroskedastisitas, asumsi lain yang 
harus terpenuhi adalah tidak  adanya autokorelasi dalam model. 
Gambar 4.1. Grafik Residual 
 
Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 
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Dalam  menguji  ada  atau  tidaknya  autokorelasi,  dapat  dijelaskan  adanya  
autokorelasi  jika  nilai  d  mendekati  0  maka  diindikasikan  adanya  autokoelasi  
positif.   Jika   nilai   d   mendekati   nilai   2   maka   diindikasikan   tidak   adanya  
autokorelasi  positif  dan  negatif.  Jika  nilai  d  mendekati  4  maka  diindikasikan  
adanya autokorelasi positif dan negatif. Nilai  d  yang  didapat  dalam  model  
sebesar  2.001082 nilai  tersebut  lebih  mendekati 2 dari pada 0 ataupun 4. 
Sehingga dapat diasumsikan bahwa tidak ada  autokorelasi    positif    maupun    
negatif    dalam    model.    Selain    itu,    untuk  mengidentifikasi  adanya  
autokolinearitas  dapat  diukur  melalui  plot  data  residual.  Berdasarkan   Gambar   
4.1   diatas   menunjukkan   bahwa   ragam   residual   tidak membentuk   pola   
linear   kuadratik   dan   bergerak   konstan.   Artinya   dapat disimpulkan  bahwa  
model  sudah  tidak  ada  mengandung  autokorelasi  positif  maupun negatif. 
Gambar 4.2. Grafik Histogram 
 
Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 7.0 
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  memeriksa apakah  error  term  mendekati  
distribusi  normal  atau  tidak.  Uji  normalitas  error  term dapat dilakukan dengan 
menggunakan uji Jarque Bera. Berdasarkan hasil uji  J-B Test dapat dilihat pada 
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Gambar 4.2 didapatkan  nilai probabilitas Jarque Bera  4.319359 lebih  besar  dari J-
B hitung pada taraf  nyata  5  persen  yaitu  sebesar  0,1201702233123. Hal  ini  
berarti  error  term terdistribusi dengan normal.  
 
4.2.3. Interpretasi Model 
Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi (𝑋1), tingkat 
pengangguran (𝑋2), pengangguran (𝑋3), indeks pendidikan (𝑋4),  dan indeks 
kesehatan (𝑋5) mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang 
diperoleh dengan menggunakan program EViews 7.0  pada Tabel 4.13. 
Tabel 4.13. Hasil Estimasi Melalui Model Pooled Least Square  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -176.6532 50.82072 -3.476008 0.0008 
X1 0.095910 0.095668 1.002530 0.3187 
X2 0.332083 0.088720 3.743031 0.0003 
X3 83.44839 20.35002 4.100654 0.0001 
X4 -0.117630 0.159646 -0.736819 0.4631 
X5 -0.729066 0.270538 -2.694878 0.0084 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878183    Mean dependent var 11.42492 
Adjusted R-squared 0.840701    S.D. dependent var 3.959315 
S.E. of regression 1.580254    Akaike info criterion 3.959749 
Sum squared resid 227.2454    Schwarz criterion 4.633393 
Log likelihood -208.5849    Hannan-Quinn criter. 4.233319 
F-statistic 23.42936    Durbin-Watson stat 2.001082 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 7.0 
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Hasil persamaan regresi antara pengaruh pertumbuhan ekonomi (𝑋1), tingkat 
pengangguran (𝑋2), pengangguran (𝑋3), indeks pendidikan (𝑋4),  dan indeks 
kesehatan (𝑋5) mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi 
Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 adalah: 
𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝐵0 + 𝐵1𝑙𝑛𝑋1 + 𝐵2𝑙𝑛𝑋2 + 𝐵3𝑙𝑛𝑋3 + 𝐵4𝑙𝑛𝑋4 + 𝐵5𝑙𝑛𝑋5 + µ 
𝐽𝑃𝑀 =  −176.6532 +  0.095910 ∗ 𝑋1  +  0.332083 ∗ 𝑋2 +  83.44839 ∗ 𝑋3 − 0.117630
∗ 𝑋4  − 0.729066 ∗ 𝑋5 + µ 
 
Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh 
variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi (𝑋1), tingkat pengangguran (𝑋2), 
pengangguran (𝑋3), indeks pendidikan (𝑋4), dan indeks kesehatan (𝑋5) 
mempengaruhi tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan 
tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut: 
 
4.2.3.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (𝑿𝟏) 
Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) 
mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Hal ini berarti 
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan 
tidak sesuai dengan hipotesis. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan 
terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun hal itu belum cukup untuk 
memberi pengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Pada Tabel 4.3.  
tahun 2013 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa kabupaten/kota 
yang memberi kontribusi PDRB tertinggi sebesar 35,2 persen adalah kota Makassar 
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sedangkan tingkat kemiskinan terendah juga berada pada kota Makassar yaitu 
sebesar 4,7 persen. Kontribusi PDRB Kep. Selayar merupakan yang terendah yaitu 
sebesar 1,1 persen namun tingkat kemiskinan di Kep. Selayar berada pada urutan 
ke-tujuh tertinggi. Namun yang menarik terjadi pada Kabupaten Pangkep 
merupakan pemberi kontribusi PDRB yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,1 persen 
dan berada pada urutan ke-empat terbesar namun tingkat kemiskinan di Pangkep 
merupakan yang tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu 
sebesar 17,75 persen pada tahun 2013. 
Di dalam Todaro (2003) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
ternyata belum tentu mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan 
pertumbuhan ekonomi bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di suatu 
daerah saja. Efeknya akan memuncul-kan kemiskinan struktural dimana 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang 
kaya, sementara bagian terbesar masyarakat tetap miskin. Keadaan ini sesuai 
dengan teori “trade off between growth and equity” yang menyatakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin 
besar dalam pembagian pendapatan atau makin tidak merata. Pertumbuhan 
ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan 
merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat 
kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi 
tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan 
tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan 
penduduk miskin. 
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Penilitian ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan 
oleh Prastyo (2010) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan 
ekonomi memberi pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
Prastyo menyatakan bahwa pada Jawa Tengah pertumbuhan terjadi di sektor-sektor 
dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat 
kerja. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang yang cukup efektif 
mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor 
modern seperti jasa yang padat modal. Dari hasil penelitian berarti pertumbuhan 
ekonomi telah menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk masyarakat 
miskin sehingga efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. 
 
4.2.3.2. Pengaruh Pengangguran (X2) 
Pengangguran adalah jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja 
namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dari  hasil  estimasi  
di  dapat  nilai  koefisien  yang  bernilai  positif  dan  signifikan  yaitu  0.332083, 
artinya setiap penurunan jumlah pengangguran sebesar 1 persen maka akan 
menaikkan  tingkat  kemiskinan  sebesar 0.332083 persen.  
Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Prastyo (2010), 
hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel penggangguran berpengaruh positif 
terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Prastyo semakin turunnya kesejahteraan 
masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka 
terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Efek buruk dari 
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pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya 
mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. 
Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari 
pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi 
tingkat kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran 
menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. 
Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi 
pengeluaran konsumsinya. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena 
menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam 
kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. 
 
4.2.3.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X3) 
Pengeluaran pemerintah adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh 
pemerintah daerah.  Dari  hasil  estimasi  didapat  nilai  koefisien  yang  bernilai  
positif  dan  signifikan  yaitu  83.44839, artinya setiap kenaikan pengeluaran 
pemerintah sebesar 1 persen maka akan menaikan  jumlah  penduduk  miskin  
sebesar 83.44839 persen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ditolak. 
Hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan dari seluruh total pengeluaran 
pemerintah, pengeluaran yang memberi dampak langsung bagi pengurangan 
kemiskinan masih belum cukup untuk memberi dampak bagi pengurangan tingkat 
kemiskinan. Meskipun pengeluaran pemerintah lainnya seperti pembangunan 
infrastuktur memberi dampak tidak langsung bagi pengurangan kemiskinan namun 
hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang agar bisa dinikmati oleh 
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masyarakat miskin. Meskipun demikian jika dilihat dari data rata-rata pengeluaran 
pemerintah kota makassar menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 1.750.871 juta 
rupiah dan menempati tingkat kemiskinan terendah yaitu rata-rata sebesar 5,27 
persen. 
 Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Rashid  Mehmood  dan  Sara  Sadiq  (2010)  mengemukakan  bahwa  pengeluaran  
pemerintah dan  kemiskinan memiliki hubungan negatif  jika pengeluaran  tersebut  
adalah  jalur  pembangunan seperti pembangunan fasilitas sosial, barang publik, 
infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan pendidikan.  
 
4.2.3.4. Pengaruh Indeks Pendidikan (X4) 
Indeks pendidikan adalah menggambarkan jumlah orang yang memperoleh 
akses pendidikan di suatu daerah, indeks pendidikan  merupakan indeks komposit 
yang merupakan rata-rata tertimbang dari indikator pendidikan, yaitu angka melek 
huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah. Dari  hasil  estimasi  didapat  
nilai  koefisien  yang  bernilai  negatif  dan tidak   signifikan.  
Hal ini dapat disebabkan oleh karena masyarakat yang menempuh 
pendidikan tinggi merupakan masyarakat yang berada dalam golongan mampu, 
sedangkan masyarakat miskin hanya mampu menyelesaikan pendidikan wajib 9 
tahun yang merupakan program pemerintah. Dengan menyelesaikan pendidikan 
wajib 9 tahun dinilai belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat karena 
yang sektor kerja butuhkan adalah masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi 
(diploma/S1). Dengan begitu masyarakat miskin yang hanya mampu menyelesaikan 
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pendidikan wajib 9 tahun hanya mampu terserap pada sektor kerja non formal saja 
atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Jika dilihat pada data indek 
pendidikan, kabupaten/kota yang memiliki indeks pendidikan tertinggi pada tahun 
2013 adalah kota Makassar yaitu sebesar 89,43 persen dan tingkat kemiskinan kota 
Makassar adalah yang terrendah yaitu sebesar 4,7 persen. Sedangkan Jeneponto 
merupakan daerah dengan indeks pendidikan terendah yaitu sebesar 68,66 persen 
dan tingkat kemiskinan di Jeneponto berada pada urutan kedua tertinggi yatu 
sebesar 16,52 persen. 
Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Prastyo (2010) dimana 
variabel pendidikan memberi pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada 
Jawa Tengah. Prastyo menyatakan bahwa pendidikan di Jawa Tengah telah mampu 
menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan adanya investasi pendidikan akan mampu 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan 
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat 
sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan 
memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan 
produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji 
yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan.  
 
4.2.3.5. Pengaruh Indeks Kesehatan (X5) 
Indeks kesehatan adalah indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu 
di suatu daerah. Dari  hasil  estimasi  di  dapat  nilai  koefisien  yang  bernilai  negatif  
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dan signifikan yaitu  -2.694878, artinya setiap kenaikan laju pertumbuhan ekonomi 
sebesar 1 persen maka akan menurunkan  jumlah  penduduk  miskin  sebesar -
2.694878 persen. Dapat dilihat dari data indeks kesehatan bahwa indeks kesehatan 
tertinggi berada pada Enrekang yaitu 84,43 persen sedangkan tingkat kemiskinan di 
Enrekang merupakan terbesar ke-tiga yaitu sebesar 15,11 persen. Sedangkan 
indeks kesehatan terendah berada pada Jeneponto yaitu sebesar 67,31 persen dan 
tingkat kemiskinan di Jeneponto berada ada urutan kedua tertinngi yaitu sebesar 
16,52 persen. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsubar 
Saleh (2002) dan Apriliyah S.N (2007) menunjukkan kesamaan hasil yakni bahwa 
Angka Harapan Hidup (AHH) mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan 
terhadap tingkat kemiskinan. Angka Harapan Hidup merupakan variabel yang dapat 
mencerminkan  kemajuan dalam program pembangunan pemerintah di bidang 
kesehatan. Angka harapan hidup merupakan salah satu variabel yang digunakan 
untuk mengukur nilai indeks IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Semakin tinggi 
nilai angka harapan hidup menunjukkan bahwa perbaikan kualitas kesehatan 
masyarakat semakin baik.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ini tidak sesuai dengan hipotesis 
penelitian ini dimana diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif 
terhadap kemiskinan. Ini menandakan ada banyak variabel yang diluar 
model ini yang membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi belumdapat 
memberi dampak pada penurunan tingkat kemiskinan. 
2. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk 
miskin di Sulawesi Selatan sebesar 0,332083 persen, hal ini berarti jika 
pengangguran meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan Sulawesi 
Selatan akan mengalami peningkatan sebesar 0,332083 persen. Hal ini 
berarti pengaruh variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan sesuai 
dengan hipotesi. 
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah 
penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar 83,44839 persen, artinya jika 
pengeluaran pemerintah meningkat 1 persen maka kemiskinan di Sulawesi 
Selatan akan meningkat pula sebesar 83,44839 persen, hal ini tidak sesuai 
dengan hipotesis. 
4. Indeks  pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap  
kemiskinan di Sulawesi Selatan, hal ini berarti indeks pendidikan belum 
 85 
 
mampu memberi pengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan 
meskipun indeks pendidikan meningkat setiap tahunnya. Hal ini berarti 
pengaruh indeks pendidikan terhadap tingkat kemiskinan tidak sesuai 
hipotesis. 
5. Indeks kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan 
di Sulawesi Selatan sebesar 0,729066 persen, jika indeks kesehatan naik 
sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan akan 
menurun sebesar 0,729066 persen. Hal ini berarti pengaruh variabel indeks 
kesehatan terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesis. 
6. Kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan periode 2009-2013 
menunjukan trend penurunan setiap tahunnya meskipun pada tingkat 
kabupaten/kota ada perbedaan jumlah maupun tingkat kemiskinan, 
Kabupaten tertinggi tingkat kemiskinannya adalah Kabupaten Pangkep 
dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,8 persen. 
 
6.1. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun beberapa saran dari penulis 
yaitu : 
1. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya 
berfokus pada pertumbuhan yang tinggi namun juga memperhatikan 
pemerataan perumbuhan ekonomi, agar tidak terjadi ketimpangan yang 
menyebabkan beberapa daerah menjadi tertinggal sedangkan daerah lain 
terus mengalami kemajuan. 
2. Sebaiknya pengeluaran pemerintah lebih memfokuskan pada sektor-sektor 
yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin. Misalnya 
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pengeluaran pemerintah untuk peningkatan fasilitas infrastruktur di daerah 
tertinggal yang berada dekat dengan masyarakat miskin harus terus 
ditingkatkan, agar bukan hanya masyarakat mampu saja yang dapat 
menikmati fasilitas yang layak. 
3. Untuk pendidikan sebaiknya pemerintah memberikan sarana dan prasarana 
pelatihan skill yang lebih bagi masyarakat miskin yang tidak mampu 
melanjutkan jejang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya pelatihan 
skill masyarakat miskin mempunyai nilai lebih yang mampu membuat mereka 
bersaing dengan masyarakat yang mempunyai pendidikan lebih tinggi. 
4. Pemerintah sebaiknya terus mengawasi masalah pengangguran dan 
kesehatan, sebab penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya 
indeks kesehatan memberi dampak yang baik bagi penurunan kemsikinan. 
5. Bagi peneliti selanjutnya dengan topik sejenis disarankan untuk melakukan 
kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta 
memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang 
lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati 
fenomena sesungguhnya. 
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Data yang diolah dengan Eviews 7.0 
Kabupaten/ Tahu
n 
Kemiskina
n (%) 
Pertumbuha
n Penganggur
an (%) 
Pengeluaran Indeks Indeks 
Kota 
Ekonomi 
(%) 
Pemerintah 
(juta RP) 
Pendidikan 
(%) 
Kesehatan 
(%) 
_Kep Selayar 2009 16.4 7.89 10.03 460973816 74.49 71.02 
_Kep Selayar 2010 15 8.01 4.86 401958034 74.92 71.24 
_Kep Selayar 2011 13.48 8.52 3.25 492921320 76.29 71.47 
_Kep Selayar 2012 12.87 9.18 4.62 516221036 76.71 71.7 
_Kep Selayar 2013 14.23 9.47 2.1 633885464 77.31 71.78 
_BULUKUMB
A 2009 10.49 6.47 5.71 572653262 71.77 77.7 
_BULUKUMB
A 2010 9.02 6.27 5.46 638561192 72.38 78.23 
_BULUKUMB
A 2011 8.11 6.38 2.71 720095319 72.77 78.55 
_BULUKUMB
A 2012 7.83 8.97 4.16 783292407 73.31 78.86 
_BULUKUMB
A 2013 9.04 8.01 2.8 857214565 74.76 79.35 
_BANTAENG 2009 9.95 7.32 7.15 389904319 64.72 80.2 
_BANTAENG 2010 10.25 7.9 5.54 396094679 65.92 81 
_BANTAENG 2011 9.21 8.43 7.02 476825684 6.24 81.6 
_BANTAENG 2012 8.9 8.49 6.44 500963343 67.74 82.2 
_BANTAENG 2013 10.45 8.82 2.4 613675427 68.66 82.65 
_JENEPONT
O 2009 20.57 5.38 8.1 461159529 64.53 66.42 
_JENEPONT
O 2010 19.1 7.25 5.06 532650593 65.29 66.67 
_JENEPONT
O 2011 17.16 7.32 4.35 604237809 65.38 66.92 
_JENEPONT
O 2012 16.59 7.27 2.77 636909650 65.45 67.18 
_JENEPONT
O 2013 16.52 6.97 2.7 747911693 66.54 67.31 
_TAKALAR 2009 11.06 6.58 9.24 438217728 67.68 73.62 
_TAKALAR 2010 11.16 6.85 5.54 494467944 68.8 74.2 
_TAKALAR 2011 10.04 7.34 6.21 546149116 68.93 74.82 
_TAKALAR 2012 9.6 7.4 2.73 701315317 70.94 75.45 
_TAKALAR 2013 10.42 7.33 2.7 700682531 72.05 75.48 
_GOWA 2009 10.93 7.99 9.55 815500431 68.11 77.38 
_GOWA 2010 9.49 6.05 7.05 853593124 69.8 77.68 
_GOWA 2011 8.55 6.2 4.01 713877042 70.96 77.97 
_GOWA 2012 8.06 7.28 2.63 
104290159
6 71.07 78.26 
_GOWA 2013 8.73 7.78 2.3 
104914770
8 71.78 78.4 
_SINJAI 2009 11.37 7.02 4.79 469285733 72.54 77.68 
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_SINJAI 2010 10.68 6.03 5.59 481369811 72.62 78.31 
_SINJAI 2011 9.62 5.9 2.84 556173832 73.44 78.73 
_SINJAI 2012 9.29 6.33 0.43 598824743 73.53 79.16 
_SINJAI 2013 10.32 7.29 0.9 645523229 74.73 79.7 
_MAROS 2009 16.35 6.27 11.55 498315128 69.71 77.85 
_MAROS 2010 14.62 7.03 6.94 524365230 70.02 78.83 
_MAROS 2011 13.13 7.57 6.43 655552661 70.73 79.6 
_MAROS 2012 12.56 8 5.71 740059305 71.72 80.36 
_MAROS 2013 12.94 8.67 4.6 977526569 73.16 80.9 
_PANGKEP 2009 19.35 5.91 11.43 611154823 72.6 72.7 
_PANGKEP 2010 19.26 6.34 6.09 652005350 73.31 72.89 
_PANGKEP 2011 17.35 9.19 8.03 666994452 73.81 73.27 
_PANGKEP 2012 16.63 9.61 5.7 813507844 74.93 73.56 
_PANGKEP 2013 17.75 7.93 9.9 881327687 76.18 73.58 
_BARRU 2009 11.42 5.72 8.61 503510735 75.41 72.57 
_BARRU 2010 10.69 6.54 5.75 455437699 76.46 73.09 
_BARRU 2011 9.59 7.41 4.78 550942586 76.44 73.42 
_BARRU 2012 9.28 7.77 4.51 584588325 77.02 73.73 
_BARRU 2013 10.32 7.81 2.3 636296813 77.23 74.2 
_BONE 2009 15.18 7.54 5.57 825031201 70.74 73.92 
_BONE 2010 14.08 7.63 5.98 862144899 73.9 74.55 
_BONE 2011 12.67 6.2 3.51 921737126 72.53 75 
_BONE 2012 12.25 8.01 3.8 
125281310
1 73.52 75.43 
_BONE 2013 11.92 6.09 5 
137255412
5 74.31 75.93 
_SOPPENG 2009 9.95 6.81 9.22 523524665 72.23 77.53 
_SOPPENG 2010 10.42 4.45 5.16 337006516 69.51 77.72 
_SOPPENG 2011 9.36 7.95 6.15 580130448 73.99 77.9 
_SOPPENG 2012 9.12 7.48 656 682222189 74.18 78.08 
_SOPPENG 2013 9.43 7.57 2.4 723463357 75.53 78.21 
_WAJO 2009 8.93 5.1 5.79 674817289 68.59 75.67 
_WAJO 2010 8.96 5.71 7.45 651277559 75.85 76.57 
_WAJO 2011 8.05 10.93 3.13 792965943 71.11 77.28 
_WAJO 2012 7.83 8.71 3.72 969097849 71.31 77.98 
_WAJO 2013 8.17 8.01 4.9 
101695114
1 72.59 78.5 
_SIDRAP 2009 6.72 6.66 8.01 606800769 75.8 78.45 
_SIDRAP 2010 7 4.45 4.78 583850866 76.84 79.17 
_SIDRAP 2011 6.28 11.82 6.99 764560795 76 79.68 
_SIDRAP 2012 6 8.37 7.62 688444813 76.55 80.2 
_SIDRAP 2013 6.3 7.44 6.2 838757743 77.43 80.61 
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_PINRANG 2009 8.7 7.65 9.34 544170641 75.87 77.87 
_PINRANG 2010 9.01 6.22 6.55 620741781 78.74 78.43 
_PINRANG 2011 8.12 7.12 5.35 664106866 77.92 78.8 
_PINRANG 2012 7.83 8.27 1.96 751736504 78.61 79.16 
_PINRANG 2013 8.86 6.81 2.8 805269988 78.85 79.68 
_ENREKANG 2009 18.09 6.62 6 524491932 78.63 82.87 
_ENREKANG 2010 16.86 4.99 6.6 483309684 78.62 83.31 
_ENREKANG 2011 15.17 6.91 3.05 542724921 78.82 83.56 
_ENREKANG 2012 14.45 7.18 1.61 563371201 79.37 83.98 
_ENREKANG 2013 15.11 6.96 1.4 660523028 79.54 84.43 
_LUWU 2009 16.95 6.82 8.56 497029591 78.12 80.42 
_LUWU 2010 15.44 6.95 7.41 577824272 78.2 81.17 
_LUWU 2011 13.93 7.47 10.55 550469722 78.42 81.73 
_LUWU 2012 13.34 7.49 7.14 726636814 78.48 81.88 
_LUWU 2013 15.1 7.78 5.1 771294297 78.84 82.8 
_TANA 
TORAJA 2009 16.14 6.1 4.95 451927873 73.54 81.88 
_TANA 
TORAJA 2010 14.62 6.31 5.56 473106093 74.62 81.95 
_TANA 
TORAJA 2011 13.22 7.88 4.63 486952783 75.82 82.03 
_TANA 
TORAJA 2012 12.73 8.02 3.26 617058282 76.69 82.1 
_TANA 
TORAJA 2013 13.81 7.57 3.3 657938748 78.44 82.11 
_LUWU 
UTARA 2009 16.39 6.9 6.69 504055811 77.01 77.23 
_LUWU 
UTARA 2010 16.25 5.93 4.47 548843817 78.15 77.6 
_LUWU 
UTARA 2011 14.64 7.29 5.03 583606092 78.54 77.8 
_LUWU 
UTARA 2012 14.03 8.03 4.84 698798132 78.63 78.01 
_LUWU 
UTARA 2013 15.52 8.17 1.8 749190447 78.75 78.36 
_LUWU 
TIMUR 2009 8.9 -4.04 15.2 768877756 79.38 76.4 
_LUWU 
TIMUR 2010 9.18 15.39 7.16 556075650 80.32 76.58 
_LUWU 
TIMUR 2011 8.28 6.62 8.12 616730703 80.37 76.77 
_LUWU 
TIMUR 2012 7.72 4.97 6.28 795617583 80.47 77.15 
_LUWU 
TIMUR 2013 8.38 9.2 8.1 868006179 80.82 77.15 
_TORAJAUT
ARA 2009 0 5.74 0 179677651 70.98 80.82 
_TORAJAUT
ARA 2010 19.08 7 6.05 412458435 71.9 80.89 
_TORAJAUT
ARA 2011 17.05 7.9 5.08 502026321 72.93 80.97 
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_TORAJAUT
ARA 2012 16.28 8.47 2.82 550226025 74.68 81.03 
_TORAJAUT
ARA 2013 16.53 8.51 3.7 623676052 75.75 81.1 
_MAKASSAR 2009 5.51 9.2 12.87 
132511187
6 88.01 80.4 
_MAKASSAR 2010 5.86 9.83 8.41 
153470997
0 88.56 80.98 
_MAKASSAR 2011 5.28 9.65 9.97 
158935578
3 88.66 81.37 
_MAKASSAR 2012 5.02 9.88 9.53 
221354706
5 88.72 81.75 
_MAKASSAR 2013 4.7 8.91 10.9 
209162906
2 89.43 82.28 
_PARE-
PARE 2009 6.51 7.93 13.63 457578527 86.11 81.53 
_PARE-
PARE 2010 6.53 8.25 7.97 493582565 86.17 82.11 
_PARE-
PARE 2011 5.91 7.8 421 578967269 86.46 82.48 
_PARE-
PARE 2012 5.58 7.92 4.86 536027297 86.84 82.85 
_PARE-
PARE 2013 6.38 8.47 7.1 675924313 86.91 83.4 
_PALOPO 2009 11.85 7.86 12.23 424262823 86.5 78.39 
_PALOPO 2010 11.28 7.29 9.47 425386308 87.17 79.11 
_PALOPO 2011 10.21 8.16 8.43 539641947 87.2 79.2 
_PALOPO 2012 9.47 8.68 9.03 549801635 87.54 79.53 
_PALOPO 2013 9.57 8.99 8.1 575255424 87.6 79.88 
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Hasil olah data dengan Eviews 7.0 
 
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/02/16   Time: 16:02   
Sample: 2009 2013   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 24   
Total panel (balanced) observations: 120  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -176.6532 50.82072 -3.476008 0.0008 
X1 0.095910 0.095668 1.002530 0.3187 
X2 0.332083 0.088720 3.743031 0.0003 
X3 83.44839 20.35002 4.100654 0.0001 
X4 -0.117630 0.159646 -0.736819 0.4631 
X5 -0.729066 0.270538 -2.694878 0.0084 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.878183     Mean dependent var 11.42492 
Adjusted R-squared 0.840701     S.D. dependent var 3.959315 
S.E. of regression 1.580254     Akaike info criterion 3.959749 
Sum squared resid 227.2454     Schwarz criterion 4.633393 
Log likelihood -208.5849     Hannan-Quinn criter. 4.233319 
F-statistic 23.42936     Durbin-Watson stat 2.001082 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Tabel Korelasi Parsial Antar variabel Y, X1, X2, X3, X4 dan X5 
 Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y  1.000000 -0.117472 -0.048137 -0.194151 -0.325111 -0.349139 
X1 -0.117472 1.000000 -0.103053 0.213131  0.203637  0.092058 
X2 -0.048137 -0.103053 1.000000  0.066265  0.329937 -0.010471 
X3 -0.194151 0.213131  0.066265  1.000000  0.261892  0.047666 
X4 -0.325111 0.203637  0.329937  0.261892  1.000000  0.410919 
X5 -0.349139 0.092058 -0.010471 0.047666  0.410919  1.000000 
 
 
Gambar Grafik Residual 
 
 
Gambar Grafik Histogram 
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